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■ Baca  IRWAN... Hal. 7

SULTENG RAYA – Bupati dan Wakil 
Bupati Parigi Moutong (Parmout), Er-
win Burase dan Abdul Sahid saat ini 

sedang mengikuti kegiatan retreat 
gelombang kedua bersama para ke-

pala daerah dan wakil kepala daerah 
lainnya di kampus IPDN Jatinangor, 

Sumedang, Jawa Barat.

Abdul Sahid: Kegiatan Retreat Satukan 
Gagasan Pemerintah Pusat dan Daerah

■ Baca  RETREAT... Hal. 7

■ Baca  PIKK... Hal. 7 ■ Baca  PEMPROV... Hal. 7

■■ Baca  Baca   TEKANKANTEKANKAN... ... Hal. 7Hal. 7 ■ Baca  KAFILAH... Hal. 7

WAKIL BUPATI Parmout, Abdul Sahid (kedua dari depan) mengikuti kegiatan retreat di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. FOTO: IST

Pemkab Sigi Berhentikan Tetap 
Kades Soulowe

Wakil Bupati Parmout, 
Abdul Sahid mengungkap-
kan, program retreat Kepala 
Daerah yang diselenggara-
kan oleh Kementerian Dalam 

Negeri tersebut merupakan 
sebuah wadah segudang 
manfaat bagi seluruh Kepala 

Pemkab Sigi 
Berhentikan Tetap 

Kades Soulowe

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kabupaten (Pem-
kab) Sigi, Sulawesi Tengah 
memastikan memberikan 
sanksi pemberhentian tetap 
terhadap Kepala Desa Sou-
lowe Kecamatan Dolo ber-
nama Warham setelah divo-

nis lima tahun penjara oleh 
pengadilan negeri setempat 
karena perbuatan cabul.

"Pemberhentian tetap 
itu pasti kami lakukan da-
lam waktu dekat ini," kata 

R
izal In

tjen
ae

■ Baca  PEMKAB... Hal. 7

Pemprov Sulteng 
Serahkan 2.402 SK 
P3K Formasi 2024

SULTENG RAYA - Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah menyerahkan 2.402 Surat Keputusan 
(SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (P3K) hasil seleksi tahap pertama 
Formasi Tahun 2024. 

Penyerahan secara simbolis berlangsung di 
Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi 
Tengah, pada Senin pagi (23/6/2025).

Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, 
M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa P3K 
telah lama berkontribusi dalam pelayanan pemer-
intahan, meski secara formal baru kini statusnya 
diakui secara hukum.

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menyerahkan 
SK P3K secara simbolis, Senin (23/6/2025). FOTO: BIRO ADPIM

PIKK dan Srikandi PLN UP3 Tolitoli
Galakkan Penggunaan Tas Belanja Ramah Lingkungan

Kafilah Morut Hadiri Malam Ta'aruf 
STQH XXVIII di Kabupaten Poso

FOTO BERSAMA pada acara malam Ta'aruf STQH XXVIII di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Poso, Minggu (22/6/2025). FOTO: HUMAS PEMDA MORUT

SULTENG RAYA - Bu-
pati Morowali Uta-

ra (Morut) yang 
diwakil i  oleh 
Asisten Pemer-
i n t a h a n  d a n 
Kesejahteraan 
Rakyat Morut, 
K r i s p e n  H . 
Masu mengha-
diri pelaksanaan 
Malam Ta'aruf 
Seleksi Tilawatil 
Quran dan Hadits 
(STQH) ke-XXVIII 

tingkat Provinsi Sulawesi 
Tengah yang dilaksana-
kan di Rumah Jabatan (Ru-
jab) Bupati Poso, Minggu 
(22/6/2025). 

Nampak hadir mendam-
pingi Asisten I Setdkab 
Morut yakni Kabag Kesra 
Morut, Bahardin Sakaria 
bersama sejumlah offici-
al dan peserta STQH asal 
Morut. 

Kegiatan dibuka dengan 
pembacaan ayat suci 
Al-Qur'an, pemba-

caan SK Gubernur Sulteng 
tentang penunjukan Kabu-
paten Poso sebagai pelaksa-
na STQH ke-XXVIII tingkat 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
serta pembacaan sambutan 
Kepala Kantor Kementerian 
Agama Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, penyerahan 
bendera STQH dari Dr. Fah-
ruddin D. Yambas S.Sos, 
M.Si. selaku ketua Lembaga 
Pengembangan Tilawatil 

DPRD SIGI 

SULTENG RAYA - Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi menekankan pen-
tingnya peningkatan kualitas terhadap Pertang-
gungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Nas-
Dem DPRD Sigi, Ilyas Nawawi S.Sos usai Rapat 
Banggar Pertanggungjawaban APBD Tahun 
2024, di Ruang Utama Sidang DPRD Sigi, Jumat 
(20/6/2025).

Ilyas menegaskan, dalam pertanggungjawaban 
APBD 2024, hampir semua Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) Kabupaten Sigi hanya mengejar 
tentang kuantitas. 

“Makanya kita lebih mempertajam sorotan ke-
pada peningkatan kuantitas. Karena 
masyarakat butuh itu, bukan yang 
hura-hura,”tegas Ilyas. 

Hal ini di peruntukan kepada 
OPD-OPD yang menyangkut 
pelayanan dasar. Ilyas men-
contohkan terkait masalah 
dana BOS, diskusinya su-
dah panjang lebar, apa-
lagi sudah menyasar OPD 
lain, seperti PU sarana 
prasarana, kese-
hatan. 

Tekankan Soal 
Peningkatan Kualitas 
Pertanggungjawaban APBD

SULTENG RAYA - Per-
satuan Istri Karyawan dan 
Karyawati (PIKK) PLN 
Unit Pelaksana Pelayanan 
Pelanggan (UP3) Tolitoli 
mengkampanyekan langkah 
proaktif dalam mendukung 
keberlanjutan lingkungan 
dengan mengurangi peng-
gunaan kantong plastik 
sekali pakai. 

Sebagai bagian dari ko-
mitmen terhadap lingkun-
gan, PIKK PLN UP3 Tolitoli 

Bersama Srikandi PLN kini 
menggalakkan penggunaan 
tas belanja ramah lingkun-
gan yang dapat digunakan 
berulang kali.

Aksi berbagi tas belanja 
ramah lingkungan ini ber-
tempat di Pasar Susum-
bolan, Kabupaten Tolitoli, 
Sabtu (21/6/2025).

 Kegiatan ini bertajuk 
“Pasar Tradisional Minim 

PENYERAHAN 
kantong plastik 

sekali pakai 
sebagai bagian 
dari komitmen 

terhadap 
lingkungan, 

PIKK PLN UP3 
Tolitoli Bersama 

Srikandi PLN. 
FOTO : PLN UP3 

TOLI-TOLI

Ilyas Nawawi
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SULTENG RAYA – Operasi pen-
carian dan pertolongan terhadap 
tujuh orang korban bencana tanah 
longsor di Desa Tirtanagaya, Ke-
camatan Bolano, Kabupaten Parigi 
Moutong kembali dilanjutkan pada, 
Senin (23/6/2025).

Tim Rescue Kantor Pencarian dan 
Pertolongan Palu bersama unsur 
potensi SAR lainnya sejak pagi telah 
melaksanakan briefing dan melanjut-
kan pencarian dengan membagi area 
menjadi tiga sektor pencarian sesuai 
dengan rencana operasi.

Kepala Sub Seksi Operasi dan Si-
aga, Rusmadi, menyampaikan pada 
hari kedua operasi ini, dilakukan 
penambahan personel dan peralatan 
untuk memperkuat upaya pencarian.

“Pagi ini kami mengirimkan enam 
personel tambahan dari Kantor Pen-
carian dan Pertolongan Palu menuju 
Kecamatan Bolano,”ujar Rusmadi.

Adapun unsur yang terlibat dalam 
operasi SAR ini meliputi Tim Rescue 

SULTENG RAYA - Kepala Seksi 
Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah La Ode Abd. Sofian, 
S.H., M.H menjadi narasumber dalam 
kegiatan sosialisasi daring yang dise-
lenggarakan oleh Dinas Bina Marga 
dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi 
Tengah. Kegiatan ini mengangkat tema 
“Mitigasi Risiko Hukum Terhadap 
Addendum, Kontrak dan Akibat 
Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi, 
yang  berlangsung secara virtual mel-
alui platform zoom, Senin (23/6/2025).

Pada kesempatan  tersebut, Kasi 
Penkum memaparkan secara kom-
prehensif penyebab utama keter-
lambatan pekerjaan, regulasi yang 
mengaturnya, serta strategi mitigasi 
risiko hukum yang dapat ditempuh 
baik oleh PPK maupun penyedia jasa, 
termasuk pemberian kesempatan 
penyelesaian pekerjaan dan dasar 

hukum perubahan kontrak.
Antusiasme peserta mencermin-

kan tingginya perhatian terhadap 
pentingnya pemahaman hukum 
dalam proses pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi pemerintah.

Menurut La Ode, kegiatan itu 
membuktikan komitmen Kejati 
Sulteng untuk terus mendukung pe-
ningkatan pemahaman hukum bagi 
aparatur pemerintah daerah. Melalui 
edukasi dan sosialisasi hukum yang 
berkelanjutan, sebagai bentuk doron-
gan terciptanya tata kelola proyek 
konstruksi yang tertib administrasi, 
akuntabel, dan bebas dari potensi 
penyimpangan hukum.

Kegiatan ini dihadiri oleh 100 
peserta yang terdiri dari perwakilan 
berbagai instansi di tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota se-Sulawesi 
Tengah, meliputi Dinas Cipta Karya 

dan Sumber Daya Air Provinsi Su-
lawesi Tengah, Dinas Perumahan 
Kawasan Permukiman dan Per-
tanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 
Dinas Perhubungan Provinsi Sula-
wesi Tengah, Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Tengah, Pengawas Penye-
lenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah, Ikatan 
Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) 
Provinsi Sulawesi Tengah, Kuasa 
Pengguna Anggaran Dinas Bina 
Marga dan Penataan Ruang Provinsi 
Sulawesi Tengah, PPK/PPTK Dinas 
Bina Marga dan Penataan Ruang 
Provinsi Sulawesi Tengah, serta 
Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum 
Se- Sulawesi Tengah. AMR

SULTENG RAYA - Ka-
polresta Palu Kombes Pol. 
Deny Abrahams, menghadi-
ri acara pelepasan murid TK 
Kemala Bhayangkari 02 Kota 
Palu yang diselenggarakan 
di Aula Torabelo Polresta 
Palu, Senin (23/6/2025).
Acara ini menandai momen 
penting bagi para murid 
yang telah menyelesaikan 
pendidikan di tingkat taman 
kanak-kanak dan bersiap 
untuk melanjutkan ke jen-
jang pendidikan yang lebih 
tinggi.

Dalam sambutannya, 
Kombes Pol. Deny Abra-
hams menyampaikan apre-
siasi dan rasa bangganya 
terhadap pencapaian para 
murid  TK Kemala Bha-
yangkari 02. Ia mengung-
kapkan harapannya agar 
mereka terus semangat 
belajar dan mengembang-
kan diri. 

“Anak-anak ini adalah 
generasi penerus yang akan 
membawa perubahan positif 
bagi bangsa. Oleh karena itu, 
pendidikan mereka adalah 

prioritas kita semua,”u-
jarnya.

Acara tersebut juga diha-
diri oleh Ketua Cabang Bha-
yangkari Kota Palu, Ny lta 
Deny Abrahams serta  para 
orang tua siswa, guru, dan 
pengurus Yayasan Kema-
la Bhayangkari Kota Palu. 
Suasana semakin meriah 
dengan berbagai penampi-
lan menarik dari siswa-sis-
wi, mulai dari tarian, nya-
nyian, hingga drama puisi 
yang menunjukkan kreativi-
tas dan bakat mereka.

Deny juga menekankan 
pentingnya peran orang tua 
dalam mendukung pendi-
dikan anak-anak mereka. 
“Kerjasama antara orang tua 
dan guru sangat diperlukan 
untuk memastikan anak-
anak kita mendapatkan pen-
didikan yang optimal. Mari 
kita semua berperan aktif 
dalam proses ini,” tambah-
nya.

Selain memberikan peng-
hargaan kepada para siswa 
berprestasi, acara ini juga 
menjadi ajang untuk mem-

pererat hubungan antara 
pihak kepolisian dengan 
masyarakat, khususnya 
dalam bidang pendidikan. 

Kapolresta Palu berharap 
bahwa TK Kemala Bhayang-
kari 02 akan terus menjadi 
lembaga pendidikan yang 
unggul dan mampu men-
cetak generasi muda yang 
berkarakter dan berprestasi.

Dengan berakhirnya acara 
pelepasan ini, diharapkan 
para siswa-siswi TK Ke-
mala Bhayangkari 02 dapat 
melanjutkan perjalanan pen-
didikan mereka dengan 
semangat baru dan cita-cita 
yang tinggi.

Kegiatan tersebut dihadiri 
Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kota Palu, 
Kepala Dinas Pembinaan 
Faud dan Dikmas, Koordi-
nator wilayah 2 Kecamatan 
Palu Timur/Mantikulore, 
pengawa pembina Palu Ti-
mur - Mantikulore, Kepala 
Sekolah TK Bhayangkari 02 
Kota Palu, Kepala sekolah 
TK Kartika 19,Kepala Se-
kolah TK Kartika 18. AMR 

Kapolresta Hadiri 
Pelepasan Murid TK 
Kemala Bhayangkari 

KASIE Penkum Kejati Sulteng, La Ode Abd. Sofian, saat memberikan sosialisasi mengenai Mitigasi Risiko Hukum Terhadap 
Addendum, Kontrak dan Akibat Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi, secara virtual, Senin (23/6/2025). FOTO: DOK.SEKSI PENKUM 

Kejati Sulteng 
Sosialisasi Mitigasi 

Risiko Hukum Addendum 

PENYERAHAN kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Untuk driver Grab. FOTO: IST

SULTENG RAYA - BPJS Ketena-
gakerjaan menegaskan dukungan-
nya terhadap inisiatif kolaboratif 
antara Grab Indonesia dan Kemen-
terian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah (UMKM) Republik 
Indonesia dalam menghadirkan 
alternatif kesempatan berusaha dan 
perlindungan sosial bagi masyara-
kat melalui program “Rekrutmen 
Mitra Digital: Menjadi Pengusaha 
UMKM Bersama Grab!”. 

Kegiatan ini berlangsung di Ge-
dung SMESCO Indonesia, Jakarta, 
dan membuka ruang bagi ribuan 
masyarakat, termasuk penyandang 
disabilitas, untuk menjadi bagian 
dari ekosistem digital sebagai 
Mitra Pengemudi maupun Mitra 
Merchant.

Direktur Kepesertaan BPJS Ke-
tenagakerjaan, Pramudya Iriawan 
Buntoro, mengatakan transformasi 
ketenagakerjaan digital membawa 
peluang besar sekaligus risiko bagi 
para pekerja informal.

“Mitra digital menghadapi risiko 
kerja yang nyata, mulai dari kecela-
kaan hingga ketidakpastian di hari 
tua. Dalam kerja sama ini, mitra 
yang bergabung akan mendapat-
kan perlindungan jaminan kerja, 
termasuk Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK), Jaminan Kematian 
(JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), 
bahkan satu bulan bebas iuran 
dari Grab. Ini adalah bentuk nyata 
kolaborasi dalam mewujudkan 
ekosistem kerja yang layak dan 
terlindungi,”ujar Pramudya.

Hingga Mei 2025, tercatat bela-
san ribu mitra Grab telah menjadi 
peserta aktif BPJS Ketenagaker-

jaan. Angka tersebut diharapkan 
meningkat mengingat pentingnya 
perlindungan jaminan sosial dan 
jumlah para profesi driver ojek onli-
ne yang belum memiliki perlindun-
gan. Khusus Grab, tercatat sudah 34 
mitra telah menerima manfaat JKK 
dengan total klaim Rp. 489 juta, dan 
14 mitra lainnya menerima manfaat 
JKM sebesar Rp.588 juta.

Selanjutnya Menteri Koperasi 
dan UKM Republik Indonesia, 
Maman Abdurrahman, mengapre-
siasi langkah kolaboratif ini sebagai 
wujud nyata dukungan terhadap 
transformasi UMKM berbasis 
digital.

Country Managing Director Grab 
Indonesia, Neneng Goenadi, mene-
gaskan Grab hadir sebagai bantalan 
sosial di tengah tantangan ekonomi 
yang semakin kompleks.

Pada kesempatan berbeda Ke-
pala BPJamsostek Cabang Sula-
wesi Tengah Luky Julianto, Senin 
(23/06/2025) mengatakan jaminan 
sosial ketenagakerjaan harus di-
miliki oleh seluruh pekerja baik 
formal maupun informal. Hal ini 
jelas Luky selain untuk memberi-
kan rasa aman bagi pekerja juga 
sebagai upaya dalam memastikan 
ekonomi pekerja dan keluarganya 
tidak mengalami masalah saat 
terjadi musibah kecelakaan kerja.

“Perlindungan ketenagakerjaan 
itu sekarang menjadi sebuah ke-
butuhan karena selain memberi 
kenyamanan bagi pekerja ini juga 
bermanfaat bagi keluarganya. 
Harapannya Jaminan Sosial ketena-
gakerjaan bisa menjangkau semua 
pekerja,” tutupnya.ABS

SULTENG RAYA– Dalam rangka 
menjaga situasi keamanan dan keter-
tiban masyarakat (Kamtibmas) di wi-
layah Kecamatan Torue, Kabupaten 
Parigi Moutong (Parmout) Satgas II 
Preemtif Operasi Madago Raya terus 
menggencarkan kegiatan sambang 
ke masyarakat. 

Salah satunya dilakukan di Desa 
Tolai Barat, tepatnya di kediaman 
warga I Wayan Sado. Kegiatan sam-
bang tersebut dipimpin oleh Ps Kanit 
Binmas Polsek Torue, Aiptu I Made 
Subagiarta, Senin (23/6/2025). 

Dalam kunjungannya, Subagiarta 
memberikan sejumlah pesan kam-
tibmas sekaligus mengajak warga 

agar aktif berpartisipasi menjaga 
keamanan lingkungan secara bers-
ama-sama.

“Kami mengimbau warga agar 
tetap menjaga kerukunan dan tidak 
mudah terpengaruh oleh isu-isu 
radikalisme atau provokasi yang 
dapat memecah persatuan,”ujar 
Subagiarta. 

Ia menegaskan pentingnya sinergi 
antara masyarakat dan aparat demi 
menciptakan situasi wilayah yang 
kondusif dan aman dari pengaruh 
negatif. Kegiatan sambang ini me-
rupakan bagian dari pendekatan hu-
manis Polri dalam Operasi Madago 
Raya. Melalui komunikasi langsung 

dengan masyarakat, Polri berharap 
dapat memperkuat deteksi dini dan 
mendorong keterlibatan aktif warga 
dalam menjaga stabilitas keamanan.

Dalam kesempatan itu, warga I 
Wayan Sado menyampaikan apresi-
asinya atas kehadiran pihak kepolisi-
an. Ia menyatakan dukungannya ter-
hadap pelaksanaan Operasi Madago 
Raya yang sedang berlangsung, dan 
siap bekerja sama menjaga keamanan 
lingkungannya.

“Saya berterima kasih atas kunjun-
gan dan perhatian Polri. Kami siap 
mendukung penuh Operasi Madago 
Raya agar daerah kita tetap aman dan 
damai,”ucap I Wayan Sado. AMR

Warga di Tolai Barat Diajak Jaga Kamtibmas

TIM SAR gabungan melakukna persiapan untuk melanjutkan pencarian korban yang 
tertimbun longsor di Desa Tirtanagaya, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parmout, Se-
nin (23/6/2025). FOTO: DOK. TIM SAR

Tim SAR Lanjutkan Pencarian 
Korban Longsor Desa Tirtanagaya

Basarnas Palu, Polsek Bolano, BPBD 
Kabupaten Parigi Moutong, TNI 
AD, TAGANA Parigi, Masyarakat 
setempat Kantor Pencarian dan Per-

tolongan Palu terus berkoordinasi 
dengan seluruh unsur terkait guna 
memastikan operasi SAR berjalan 
dengan aman, cepat, dan tepat. AMR

Dukung Grab, 
Kementerian UMKM 
Hadirkan Bantalan 
Sosial Digital
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Melalui gelaran The 16th 
Astra Honda Safety Riding 
Instructors Competition 
(AHSRIC) 2025, para agen 
perubahan di jalan raya ini 
mengadu kompetensi dan 
keterampilan untuk menjadi 
tutor yang mumpuni guna 
mewujudkan budaya kese-
lamatan berkendara yang 
aman, nyaman dan dapat 
memberikan kesenangan di 
masyarakat.

Berlangsung di fasilitas 
safety riding sepeda mo-
tor Honda terbesar di Asia 
Tenggara yakni Astra Hon-
da Motor Safety Riding Park 
(AHMSRP) di Deltamas, 
Cikarang, Bekasi, Jawa Ba-
rat, para instruktur diuji ke-
terampilan berkendaranya 
dan kemampuannya dalam 
mengedukasi keselamatan 
berkendara yang efektif un-
tuk peningkatan kesadaran 
atas prediksi bahaya di jalan 
raya. Acara ini berlangsung 
mulai 15-18 Juni 2025.

Kompetisi ini terbagi 
menjadi 9 kategori yaitu 
Instruktur Kelas Big Bike, 
Instruktur Kelas Sport, Inst-
ruktur Kelas Skutik, Advisor 
Dealer, Advisor Komunitas 
Kelas Sport, Advisor Ko-

munitas Kelas Skutik, Grup 
Instruktur Main Dealer Hon-
da, Grup Safety Riding Cen-
ter Main Dealer Honda, dan 
Safety Riding Innovation.

Sebelum mencapai le-
vel nasional, para peserta 
AHSRIC 2025 telah mele-
wati seleksi regional yang 
melibatkan 120 instruktur 
safety riding, 2.690 advisor 
safety riding dari dealer 
Honda, dan 916 advisor 
dari komunitas Honda di se-
luruh Indonesia. Dari tahap 
regional ini, terpilihlah 197 
peserta untuk bersaing di 
kompetisi nasional yang ter-
diri dari 18 instruktur kelas 
big bike, 53 instruktur kelas 
sport, 14 instruktur kelas 
skutik, kemudian 28 peserta 
dealer advisor, community 
advisor sport 56 peserta, 
dan community advisor AT 
28 peserta. 

Selain itu, para peserta 
juga akan bertanding dalam 
kategori grup instruktur 
grup main dealer dan grup 
instruktur Safety Riding 
Center.

General Manager Marke-
ting Planning and Analysis 
AHM, Andy Wijaya, me-
negaskan bahwa kompetisi 

SELURUH pemenang juara pertama dan tiga juara pada kategori Instruktur Big Bike Honda, saat berpose bersama dengan jajaran manajemen PT Astra Honda Motor 
(AHM) dan Kepolisian Republik Indonesia pada ajang The 16th Astra Honda Safety Riding Instructor Competition (AHSRIC) 2025 yang digelar di Astra Honda Motor Safety 
Riding Park (AHMSRP) di Deltamas, Rabu (18/6/2025). FOTO: DOK AHM

Edukasi Berkendara Jadi Prioritas, Jagoan 
Safety Riding Honda Diuji Keahliannya

 INSTRUCTOR CATEGORY (BIG BIKE 
CLASS):

- Rank 1, Hari Setiawan  PT Mitra Pinasthika 
Mulia – Surabaya

- Rank 2, Fendrik Alam, PT Mitra Pinasthika 
Mulia – Surabaya

- Rank 3, Amizar Maas, PT Daya Adicipta 
Motora

 INSTRUCTOR CATEGORY (SPORT 
CLASS):

- Rank 1, Yosepth K.L. Dwiyanto, Astra Mo-
tor Bali

- Rank 2, Yudhistira Ardi Febriantono, PT Mi-
tra Pinasthika Mulia – Malang

- Rank 3, Fajrin Nur Huda, Astra Motor Kal-
tim 2

 INSTRUCTOR CATEGORY (AT CLASS):
- Rank 1, Septi Chamerawati, PT Mitra Pi-

nasthika Mulia – Surabaya
- Rank 2, Nofa Ismiati, PT Daya Adicipta Mo-

tora
- Rank 3, Novara Dita, PT Capella Dinamik 

Nusantara – Aceh

 COMMUNITY ADVISOR CATEGORY 
(SPORT CLASS):

- Rank 1, Fachrudiaz Alfarezi, Astra Motor 
Bengkulu

- Rank 2, Moch Ilham Adibrata Patehan, PT 
Daya Adicipta Motora

- Rank 3, Irfandi Achmad, Astra Motor Papua

 COMMUNITY ADVISOR CATEGORY (AT 
CLASS):

- Rank 1, Sani Hidayatun Sholecha, Astra 
Motor Jawa Tengah

- Rank 2, Revania Putri Agustin, PT Mitra Pi-
nasthika Mulia – Malang

- Rank 3, Claudia Fenska Manuata, Astra 
Motor Kaltim 1

 DEALER ADVISOR CATEGORY:
- Rank 1, Muhammad Iqbal, Astra Motor Kal-

tim 1
- Rank 2, Arief Rahman, PT Mitra Pinasthika 

Mulia – Malang
- Rank 3, Danang Asta Setyawan, PT Mitra 

Pinasthika Mulia – Surabaya

GROUP MAIN DEALER CATEGORY
INNOVATION CATEGORY
MAIN DEALER SAFETY RIDING CEN-
TER
CATEGORY:

- Rank 1, PT Mitra Pinasthika Mulia - Malang
- Rank 1, PT Mitra Pinasthika Mulia – Sura-

baya
- Rank 1, PT Mitra Pinasthika Mulia - Sura-

baya
- Rank 2, Astra Motor Bali
- Rank 2, PT Mitra Pinasthika Mulia – Ma-

lang
- Rank 3, Astra Motor Kaltim 2
- Rank 3, PT Trio Motor

BERIKUT DAFTAR PEMENANG AHSRIC 2025 

SULTENG RAYA – PT Astra Honda Motor 
(AHM) menegaskan komitmennya untuk 
mengembangkan instruktur dan advisor 
keselamatan berkendara yang tidak hanya 
cakap mengendarai, tapi juga piawai dalam 
mengedukasi.

AHSRIC merupakan ben-
tuk komitmen besar AHM 
dalam meningkatkan ke-
mampuan instruktur safety 
riding Honda. Kehadiran 
line up sepeda motor Honda 
yang semakin beragam men-
jadi tantangan tersendiri 
dalam mengkampanyekan 
budaya keselamatan ber-
kendara yang efektif dan 
menyenangkan.

“Kami ingin terus ber-
peran aktif dalam mencip-
takan budaya berkendara 
yang aman, nyaman, dan 
menyenangkan, sehingga 
upaya mengalibrasi kompe-
tensi para instruktur safety 
riding Honda di seluruh 
Indonesia pun hadir melalui 
AHSRIC yang dilakukan 
secara reguler sejak tahun 
2009. Keterlibatan Advisor 
dealer dan komunitas yang 
turut kami uji dalam ajang 
ini pun memperteguh se-
mangat kami membentuk 

ekosistem yang kuat pada 
dunia keselamatan berken-
dara,” ujar Andy.

Komitmen Berkelanjutan 
Upaya menghadirkan pen-
galaman berkendara yang 
aman dan nyaman bagi 
seluruh pengguna jalan te-
lah lama dijalankan AHM 
bersama jaringan main dea-
ler seluruh Indonesia. Sela-
ma lebih dari dua dekade 
terakhir, AHM Bersama 
jaringannya secara konsis-
ten aktif menggelar lebih 
dari 34.000 pelatihan kese-
lamatan berkendara yang 
melibatkan lebih dari 3.3 juta 
peserta. Edukasi ini pun di-
dukung oleh Honda Riding 
Trainer (HRT) yang tersedia 
di seluruh Indonesia dan te-
lah dimanfaatkan oleh lebih 
dari 26,6 juta individu.

Dalam upaya meningkat-
kan edukasi keselamatan 
berkendara, AHM bersama 
jaringan main dealernya 

juga mengembangkan 9 
Safety Riding Center Honda 
di berbagai daerah di Indo-
nesia, serta memiliki AHM 
Safety Riding Park sebagai 
pusat pelatihan terbesar di 
Kawasan Asia Tenggara. 
Fasilitas ini tidak hanya 
digunakan oleh para peserta 
kompetisi, tetapi juga terbu-
ka untuk masyarakat umum 
yang ingin memperdalam 
pengetahuan dan keteram-
pilan berkendara.

Di lain sisi, AHM juga 
telah mengemas kegiatan 
keselamatan berkendara 
dengan tagline #Cari_Aman 
sejak tahun 2017, sebagai 
upaya meningkatkan kesa-
daran keselamatan berken-
dara terutama di kalangan 
generasi muda. AHM per-
caya bahwa keselamatan 
dalam berkendara dapat 
memberikan dampak yang 
menyenangkan untuk masy-
arakat.*/YAN

SULTENG RAYA – Be-
lum lama ini, beredar kabar 
sebanyak 7,3 juta peserta 
Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) segmen Pe-
nerima Bantuan Iuran Ja-
minan Kesehatan (PBI JK) 
dinonaktifkan. 

Merespon hal  tersebut, 
Kepala Humas BPJS Kese-
hatan, Rizzky Anugerah 
menjelaskan bahwa peserta 
JKN yang dinonaktifkan 
tersebut, bisa mengaktifkan 
kembali status kepesertaan 
JKN-nya jika yang bersang-
kutan memenuhi beberapa 
kriteria.

“Pertama, peserta tersebut 
termasuk dalam daftar pe-
serta PBI JK yang dinonak-
tifkan pada bulan Mei 2025. 
Kedua, jika berdasarkan 
verifikasi di lapangan, pe-
serta tersebut termasuk ka-
tegori masyarakat miskin 
dan rentan miskin. Ketiga, 
jika peserta tersebut terma-
suk peserta yang mengidap 
penyakit kronis, atau dalam 
kondisi darurat medis yang 
mengancam keselamatan ji-
wanya,” terang Rizzky pada 
Senin (23/6/2025).

Rizzky menambahkan, 
peserta PBI JK yang di-
nonaktifkan tersebut bisa 
melapor ke Dinas Sosial 
setempat dengan membawa 
Surat Keterangan Membu-
tuhkan Layanan Kesehatan. 
Selanjutnya, Dinas Sosial 
akan mengusulkan peserta 
tersebut ke Kementerian 
Sosial, dan Kementerian 
Sosial akan melakukan veri-
fikasi terhadap peserta yang 
diusulkan. Jika peserta lolos 
verifikasi, maka BPJS Kese-
hatan akan mengaktifkan 
kembali status JKN peserta 
tersebut, sehingga peserta 
yang bersangkutan dapat 
kembali mengakses layanan 

kesehatan.
Rizzky menuturkan bah-

wa penonaktifan tersebut 
dilandasi oleh Surat Kepu-
tusan Menteri Sosial No-
mor 80 Tahun 2025, serta 
Instruksi Presiden Nomor 
4 Tahun 2025 tentang Data 
Tunggal Sosial dan Ekonomi 
Nasional (DTSEN). Menga-
cu pada regulasi tersebut, 
maka mulai bulan Mei 2025, 
penetapan peserta PBI akan 
menggunakan basis data 
DTSEN. Dengan berubah-
nya acuan penetapan peser-
ta PBI JK, dari Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
menjadi DTSEN sebagai lan-
dasannya, maka tak heran 
jika ada sejumlah peserta 
PBI JK yang dinonaktif-
kan status JKN-nya karena 
nama-namanya tidak ada 
dalam DTSEN.

Menurut Rizzky, pem-
baruan data PBI JK dila-
kukan secara berkala oleh 
Kementerian Sosial supaya 
data peserta PBI JK tepat 
sasaran. Untuk mengecek 
apakah status kepesertaan 
JKN masih aktif atau tidak, 
peserta yang bersangkutan 
dapat menghubungi BPJS 
Kesehatan Care Center 165, 
Pelayanan Administrasi me-
lalui Whatsapp (PANDA-
WA) di nomor 08118165165, 
Aplikasi Mobile JKN, atau 
melalui Kantor BPJS Kese-
hatan terdekat.

“Sebagai informasi, pem-
baruan data PBI JK dila-
kukan secara berkala oleh 
Kementerian Sosial supaya 
data peserta PBI JK tepat 
sasaran. Bagi peserta JKN 
yang sedang berobat di rum-
ah sakit, jika perlu informasi 
atau butuh bantuan, kami 
juga siapkan petugas BPJS 
SATU untuk membantu,” 
kata Rizzky.*/HJ

S U L T E N G  R A Y A  – 
Dalam rangka memperin-
gati Hari Lingkungan Hi-
dup Sedunia tahun 2025, 
Korem 132/Tadulako (Tdl) 
hadir dalam kegiatan Aksi 
Bersih Pesisir dan Penana-
man Mangrove yang digelar 
di Area Mangrove Pantai 
Dupa, Kelurahan Layana 
Indah, Kota Palu, Kamis 
(19/6/2025).

Danrem 132/Tdl, Brigjen 
TNI Deni Gunawan yang 
diwakili Kepala Seksi Te-
ritorial (Kasiter) Kasrem 
132/Tdl, Kolonel Inf Ary 

Bayu Saputra, bersama Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah dan masyarakat ber-
sinergi menjaga kelestarian 
pesisir dan menanggulangi 
pencemaran lingkungan, 
khususnya akibat sampah 
plastik dengan mengusung 
tema “Hentikan Polusi Plas-
tik”. Kegiatan ini menjadi 
ajakan kuat bagi seluruh ele-
men masyarakat untuk lebih 
peduli terhadap lingkungan. 

Kasiter Kasrem 132/Tdl, 
Kolonel Inf Ary Bayu Sa-
putra menyampaikan bah-
wa keterlibatan TNI dalam 

kegiatan ini merupakan 
bagian dari tanggung jawab 
moral terhadap kelestarian 
alam. 

“Lingkungan yang bersih 
dan sehat adalah bagian 
dari ketahanan nasional. 
Dengan menjaga alam, kita 
juga menjaga masa depan 
generasi penerus,” katanya.

Aksi ini tidak hanya men-
jadi momen reflektif ten-
tang pentingnya menjaga 
alam, tetapi juga momentum 
penguatan kolaborasi an-
tarinstansi dan masyarakat 
dalam menghadapi tan-

SEJUMLAH instansi dan elemen masyarakat berpose bersama dalam kegiatan Aksi Bersih Pesisir 
dan Penanaman Mangrove yang digelar di Area Mangrove Pantai Dupa, Kelurahan Layana Indah, 
Kota Palu, Kamis (19/6/2025). FOTO: PENREM 132/TADULAKO

HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 2025

Aksi Bersih dan Penanaman 
Mangrove di Pantai Dupa Layana

tangan lingkungan global, 
terutama polusi plastik yang 
kian mengancam kehidupan 
laut dan ekosistem.*/YAT

KANTOR layanan BPJS Kesehatan Cabang Palu. FOTO: BPJS 
KESEHATAN CABANG PALU

Pemerintah Nonaktifkan 
7,3 Juta Peserta PBI
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NAMA : RAHMAT MAMONTO

Alamat : Jl. DESA BONGKUDAI 

KEC. MODAYANG BA-

RAT KAB. BOLMONG 

TIMUR-SULUT

Merk/Type : SUZUKI

NO. RANGKA : MHYGDN41TDJ406111

NO. MESIN : G15AID313164

NO. BPKB : -

BPKB HILANG

NOPOL : DN 2841 VU

NAMA : N I R M A

Alamat : Jl.DEWI SARTIKA 

NO.132 PALU. KEC.

PALU SELATAN

Merk/Type : YAMAHA 1KP A/T

NO. RANGKA : MH31KP001CK058114

NO. MESIN : 1KP-057589

NO. BPKB : 10391881S1

BPKB HILANG

Anak perusahaan PT Pe-
gadaian yang bergerak di 
bidang perdagangan emas 
dan perhiasan, Galeri 24 
berkesempatan meramaikan 
PRJ 2025 dengan beragam 
program istimewa. Kepala 
Departemen Pemasaran dan 
CSR Galeri 24, Betty Regina 
menyampaikan Galeri 24 
tampil lebih semarak dan 
penuh kejutan dengan mem-
berikan emas gratis selama 
PRJ 2025 berlangsung.

"Mel ihat  antusiasme 
masyarakat yang meningkat 
akan investasi melalu emas, 
menurut kami event Pekan 
Raya Jakarta adalah pilihan 
yang tepat untuk Galeri 24 
dapat hadir dan lebih dekat 
dengan masyarakat, mem-
berikan edukasi kepada 
masyarakat mengenai inves-
tasi melalui emas," ujar Betty 
dalam keterangan tertulis di 
Jakarta, Ahad (22/6/2025).

Betty juga meyakini ha-
dirnya Galeri 24 di PRJ 2025 
menjadi jawaban dari ke-
bingungan dan kegelisahan 
serta kebutuhan masyara-
kat terkait pembelian dan 

jaminan jual kembali emas. 
"Dengan kehadiran kami 
(Galeri 24) pada event Pekan 
Raya Jakarta kami berharap 
masyarakat dapat terbantu 
dan teredukasi terkait inve-
stasi melalui emas," lanjut 
Betty.

Tak hanya itu, Galeri 24 
juga menghadirkan berba-
gai promo menarik yang 
akan membuat pengunjung 
semakin antusias. Pengun-
jung bisa menikmati diskon 
2,5 persen untuk semua 
jenis perhiasan, serta diskon 
khusus sebesar lima persen 
untuk perhiasan tertentu.

"Promo ini tentu menja-
di kesempatan emas bagi 
mereka yang ingin memi-
liki perhiasan berkualitas 
dengan harga lebih hemat," 
ucap Betty.

Betty menyampaikan pen-
gunjung yang melakukan 
transaksi selama PRJ 2025 
berlangsung, Galeri 24 juga 
menyiapkan tiga voucer 
senilai total Rp 6 juta per 
voucer yang akan diundi 
secara eksklusif. Hadiah ini 
diberikan sebagai bentuk 

PT Pegadaian melalui anak usahanya Galeri 24 akan meramaikan PRJ 2025 dengan beragam pro-
gram istimewa. FOTO: PEGADAIAN

Galeri 24 Pegadaian 
Bakal Bagi-Bagi Emas

SULTENG RAYA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) 
2025 kembali digelar sebagai salah satu ajang 
pameran dan hiburan terbesar di Indonesia. 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, event akbar 
ini menjadi magnet bagi pelaku industri, 
termasuk Galeri 24 Pegadaian.

apresiasi kepada pelanggan 
setia dan pengunjung yang 
melakukan pembelian sela-
ma acara berlangsung.

Betty menyampaikan Ga-
leri 24 juga memberikan ha-
diah spesial berupa brankas 
emas yang akan diberikan 
kepada Top Spender yang 
melakukan transaksi pada 
booth Galeri 24 di PRJ. Bet-
ty mengatakan brankas ini 
menjadi simbol kemewahan 
dan keamanan untuk men-
yimpan perhiasan dan emas, 
sekaligus menjadi bentuk 
after sales bagi pelanggan 
loyal Galeri 24.

"Galeri 24 juga menye-
diakan berbagai hadiah me-
narik seperti merchandise 
eksklusif, souvenir edisi 
terbatas, hingga games in-
teraktif," sambung Betty.

Betty menyampaikan 
booth Galeri 24 di PRJ 2025 
berlokasi di Selasar Hall 
D. Dengan kehadiran yang 
konsisten dan penuh inovasi 
setiap tahunnya di Pekan 
Raya Jakarta (PRJ), Galeri 24 
menunjukkan komitmennya 
untuk selalu dekat dengan 
masyarakat.

"Melalui berbagai pro-
gram menarik dan pelay-
anan terbaik, Galeri 24 ber-
harap dapat terus menjadi 
pilihan utama masyarakat 
dalam berinvestasi dan me-
miliki perhiasan emas yang 
aman, berkualitas, dan ber-
nilai tinggi," kata Betty.RPB

S U L T E N G  R A Y A  - 
Dalam rangka menyambut 
Hari Pelaut Internasional 
2025 yang diperingati setiap 
25 Juni, Organisasi Mari-
tim Internasional (IMO) 
meluncurkan kampanye 
global bertema "My Ha-
rassment-Free Ship" sebagai 
upaya menciptakan budaya 
nol toleransi terhadap pe-
lecehan dan perundungan 
di kapal.

FOKUS 2025, KAPAL 
YANG AMAN DAN BER-
MARTABAT

Kampanye tahun ini 
menyorot i  pent ingnya 
menciptakan lingkungan 
kerja di laut yang aman, 
saling menghormati, dan 
bebas dari kekerasan, den-
gan mendorong kesadaran 
akan realitas pelecehan di 
laut Kebijakan nol toleransi 
oleh perusahaan pelayaran. 

Saluran pelaporan yang 

SEKJEN IMO: Tidak boleh ada perundungan dan pelecehan di 
kapal (Ilustrasi). FOTO: FREEPIK

HARI PELAUT 2025 

IMO Serukan Kapal Bebas dari Pelecehan

aman dan dapat diakses 
Dukungan serta sumber 
daya bagi pelaut untuk 
menghadapi dan melawan 
pelecehan IMO mengajak 
pelaut dan seluruh pela-
ku industri maritim untuk 
membagikan komitmen 
mereka menggunakan tagar 

#MyHarassmentFreeShip, 
per Shipping Australia.

Sekretaris Jenderal IMO, 
Arsenio Dominguez, me-
negaskan apabila “Tidak 
seorang pun harus merasa 
sendirian dalam perjuan-
gannya. Kapal bukan hanya 
tempat bekerja, tapi rumah 

kedua bagi jutaan pelaut. Itu 
sebabnya, kapal harus bebas 
dari pelecehan dan penuh 
rasa hormat.”

IMO juga mengambil 
langkah konkret dengan 
mengamendemen STCW 
Code, mewajibkan pelatihan 
tentang pencegahan keke-
rasan dan pelecehan bagi 
semua pelaut. 

Selain itu, IMO sedang 
mengembangkan platform 
interaktif untuk menghu-
bungkan pelaut dengan 
praktik terbaik dan jejaring 
dukungan global.

Hari Pelaut 2025 adalah 
momentum penting untuk 
menjadikan kapal sebagai 
ruang kerja yang aman, 
inklusif, dan manusiawi. 
Suara pelaut harus diden-
gar. Hormat dan solidaritas 
harus dijaga. Karena setiap 
pelaut berhak merasa aman, 
dihargai, dan tidak sendi-
rian.RPB

SULTENG RAYA - Wakil 
Menteri Sosial (Wamensos) 
Agus Jabo Priyono men-
gungkapkan, rata-rata fakir 
miskin di Indonesia berada 
pada rentang usia produktf. 
Hal itu disampaikannya ke-
tika memberi kuliah umum 
di Universitas Muhamma-
diyah Semarang, Jawa Ten-
gah, Kamis 8, Mei 2025. 

Agus mengatakan, terd-
apat 12 kelompok masyara-
kat yang masuk dalam kate-
gori Pemerlu Atensi Sosial 
(PAS) atau Kemensos biasa-
nya menyebutnya "12 PAS". 
Mereka terdiri dari antara 
lain warga berpendapatan 
rendah, anak-anak rentan, 
penyandang disabilitas, dan 
lansia terlantar. 

Agus mengungkapkan, 
kelompok terakhir dalam 
12 PAS adalah fakir miskin. 
"(Fakir miskin) ini bukan 
produk sosial, tapi produk 
ekonomi," ujarnya. 

"Setelah kita cek, baik 
melalui data maupun kita 
cek lewat ground checking 
ke lapangan, rata-rata fakir 
miskin itu usianya produk-
tif," tambah Agus. 

Dia mengungkapkan, 
dari seluruh fakir miskin 
di Indonesia, yang meneri-
ma bantuan sosial (bansos) 
non-tunai terdapat sekitar 

ILUSTRASI fakir miskin. Warga mengantre penyaluran bansos tunai Kemensos. FOTO: ANT/IGGOY EL FITRA

Orang Fakir Miskin di Indonesia 
Rata-Rata Usia Produktif

SULTENG RAYA - Ke-
menterian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) melalui Di-
rektorat Jenderal Penataan 
Ruang Laut (Ditjen PRL) 
berkomitmen mempercepat 
perizinan Kesesuaian Ke-
giatan Pemanfaatan Ruang 
Laut (KKPRL) termasuk 
industri hulu migas. Hal 
tersebut agar pemanfaatan 
ruang laut sesuai dengan 
tata ruangnya. 

Direktur Jenderal Pena-
taan Ruang Laut Kartika 
Listriana menyebutkan sejak 
terbitnya UU Cipta Kerja, 
pemerintah memiliki target 
tinggi di bidang investasi, 
salah satunya yaitu terkait 
simplifi kasi perizinan. Sela-
ma kurun waktu 2021-2025, 
KKP telah menerbitkan 121 
Persetujuan Kesesuaian Ke-
giatan Pemanfaatan Ruang 
Laut (PKKPRL) untuk kegi-

18,8 juta orang. 
"Yang menerima program 

PKH (Program Keluarga 
Harapan) itu ada sekitar 10 
juta," ucapnya. 

Kendati demikian, Agus 
menekankan, saat ini Ke-

mensos sedang berusaha 
agar masyarakat tidak ber-
gantung pada bansos. "Kita 
ingin mengubah mindset 
masyarakat, dari menerima 
bantuan sosial, Kemensos 
sekarang sedang bergerak 

atau hijrah, dari perlin-
dungan sosial dalam ben-
tuk-bentuk bantuan sosial, 
kita akan hijrah program 
kita menjadi pemberdayaan 
sosial," ujarnya. 

Saat diwawancara seusai 
memberikan kuliah umum, 
Agus menjelaskan, saat ini 
Kemensos sedang meran-
cang model desa berdaya 
sebagai salah satu upaya 
mengentaskan kemiskinan 
dan kemiskinan ekstrem, 
serta membuat masyarakat 
tak bergantung pada bansos. 

"Kita sedang membuat 
model untuk pemberdayaan 
masyarakat supaya mereka 
mandiri, tidak terus mene-
rus bergantung pada bansos 
dan program PKH. 

Kita sedang membuat 
model di sembilan desa dan 
ini sudah mulai kita melaku-
kan pelatihan, melakukan 
kolaborasi dengan pihak 
swasta di Desa Kalisalak 
di Kabupaten Banyumas," 
ucap Agus. 

Dia menambahkan, Pre-
siden Prabowo Subianto 
menghendaki agar kemis-
kinan ekstrem di Indonesia, 
yang angkanya saat ini men-
capai 3,17 juta orang, bisa 
dieradikasi atau dientaskan 
pada 2026.RPB

ILUSTRASI produksi minyak lepas pantai. FOTO: DOK PHE

KKP Dukung Percepatan Perizinan untuk Industri Hulu Migas

atan usaha hulu migas yang 
berada pada peruntukan 
zona minyak dan gas (mi-
gas) serta di luar zona migas.

"Laut memiliki bebera-
pa layer, mulai dari dasar 
laut hingga kolom perairan 
sehingga pada lokasi yang 
sama dimungkinkan ada 
beberapa pemanfaatan ke-
giatan yang berbeda," ujar 
Kartika dalam keterangan 
tertulis di Jakarta, Sabtu 
(21/6/2025).

Ketahanan energi melal-
ui ketersedian migas juga 
menjadi prioritas. Jika tidak 
berada di zona migas, pipa 
tersebut masih dapat dibe-
rikan izin dengan syarat, 
untuk memudahkan proyek 
pembangunan migas.

KKP akan melakukan eva-
luasi di bidang pertamban-
gan dan menindaklanjuti 
perizinan-perizinan yang 
sudah terbit. Tak hanya itu, 
KKP juga dapat mereview 

Dokumen Rencana Tata Ru-
ang Wilayah Nasional (RTR-
WN) dan bersama K/L lain 
merumuskan perencanaan 
tata ruang di darat dan laut 
untuk 20 tahun ke depan.

Dalam dokumen tersebut, 
Kartika berharap lokasi-lo-
kasi rencana pertambangan 
sudah dapat dimasukkan 
atau diatur melalui peratu-
ran pelaksana sebagai dasar 
perizinan KKPRL. Sebelum-
nya, di berbagai kesempatan 
Menteri Kelautan dan Peri-
kanan Sakti Wahyu Treng-
gono terus menekankan 
pentingnya penataan ruang 
laut untuk menjaga kelesta-
rian ekosistem, kehidupan 
sosial masyarakat dan per-
tumbuhan ekonomi.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

BANYAK negara meradang sete-
lah Presiden Amerika Serikat 
(AS) Donald Trump mengu-
mumkan pemberlakuan tarif 

dasar universal 10% pada semua impor ke 
negeri itu mulai 5 April. Respons lebih keras 
ditunjukkan negara-negara mitra dagang 
yang dikenai tarif timbal balik atau recipro-
cal tariffs yang mulai berlaku per 9 April.

Tarif tambahan itu di antaranya diberlaku-
kan terhadap Tiongkok sebesar 34%, Eropa 
20%, Vietnam 46%, Taiwan 32%, dan Jepang 
24%. Kemudian, India 26%, Korea Selatan 
25%, Thailand 36%, Swiss 31%, Indonesia 
32%, Malaysia 24%, Kamboja 49%, Inggris 
10%, dan Afrika Selatan 30%.

Tiongkok, yang mendapat tarif timbal 
balik 34%, bereaksi paling keras. Dengan 
tarif yang sudah dikenakan sebesar 20% 
saat ini, jika ditotal, barang-barang ekspor 
Tiongkok dikenai tarif sebesar 54% ketika 
masuk ke ‘Negeri Paman Sam’. Maka, Tiong-
kok pun memperingatkan akan mengambil 
tindakan balasan yang tegas terhadap AS.

Peringatan serupa juga dikeluarkan Uni 
Eropa. Bahkan, Komisi Eropa keras mene-
gaskan bahwa mereka menyiapkan tindakan 
balasan jika negosiasi gagal.

Sejumlah negara anggota ASEAN juga su-
dah memberikan respons dan menyiapkan 
strategi atas kebijakan itu. Perdana Menteri 
(PM) Vietnam Pham Minh Chinh, misalnya, 
langsung menggelar rapat darurat dan 
membentuk gugus tugas untuk membahas 
keputusan AS tersebut.

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra su-
dah menyiapkan peta jalan negosiasi dengan 
AS. Thailand tidak menyangka bakal kena 
tarif tambahan 46%, jauh dari perkiraan 11%.

Begitu juga dengan negeri jiran Malaysia 
yang langsung mengajukan negosiasi den-
gan pemerintah AS.

Sebaliknya, Kamboja yang dikenai tarif 
tambahan 46% hanya bisa pasrah. Tidak 
seperti negara ASEAN lainnya, Kamboja 
tidak punya alat tawar atau bargaining tool 
dengan AS.

Lalu, bagaimana dengan pemerintah Indo-
nesia? Sejauh ini belum ada sikap resmi yang 
ditunjukkan pemerintah. Bahkan, rencana 
konferensi pers menyikapi keputusan AS 
tersebut malah ditunda. Pemerintah masih 
menunggu kesamaan sikap dari kementeri-
an dan negara hingga akhir pekan.

Sungguh respons yang amat lambat meng-
hadapi situasi gawat seperti ini. Sangat disa-
yangkan pemerintah seperti memandang 
enteng persoalan tersebut. Padahal, kepu-
tusan pemerintah AS itu bisa menimbulkan 
malapetaka bagi perekonomian Indonesia.

Keputusan Trump terjadi di tengah anj-
loknya daya beli masyarakat. Hal itu terlihat 
dari penurunan tingkat konsumsi atau pen-
geluaran masyarakat selama Ramadan dan 
Idul Fitri, badai pemutusan hubungan kerja 
(PHK), dan penutupan sejumlah industri.

Penerapan tarif pada produk-produk 
ekspor Indonesia ke AS juga bisa memicu 
penurunan besar-besaran ekspor Indonesia 
ke negara itu, seperti tekstil, alas kaki, elek-
tronik, furnitur, serta produk pertanian dan 
perkebunan seperti minyak kelapa sawit, 
karet, dan perikanan. Penurunan ekspor 
tentu berdampak pada penurunan produksi 
dan perlambatan lapangan kerja.

Indonesia memiliki banyak alat tawar 
untuk menegosiasikan penurunan tarif 
terhadap produk ekspor Indonesia ke AS. 
Pemerintah juga punya banyak pilihan mitra 
dagang untuk mengatasi dampak pember-
lakuan tarif tambahan tersebut. Misalnya, 
mengoptimalkan perjanjian dagang secara 
bilateral dan multilateral, dengan BRICS, 
juga inisiasi perjanjian kerja sama dengan 
negara nontradisional untuk mendorong 
ekspor produk terdampak.

Tentu, semua pilihan langkah tersebut 
harus dilakukan secepatnya untuk men-
cegah efek yang lebih merugikan, bukan 
dengan menunda-nunda dan ada kesan 
memandang enteng persoalan ini. Langkah 
cepat dan tepat dari pemerintah sangat di-
butuhkan agar perekonomian yang sudah 
lesu darah saat ini tidak kian membuat 
pingsan.**Media Indonesia

Respons Gagap 
Hadapi Situasi Gawat
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Media Publik Jadi Media 
Negara: Langkah Mundur?
SEJAK November 2011, wacana penggabun-
gan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti 
TVRI dan RRI telah mencuat, ditandai dengan 
masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) ke 
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 
tahun 2015, meskipun akhirnya tidak terealisa-
si. Baru-baru ini, usulan konsolidasi LPP kem-
bali mengemuka. 

AN G G O T A 
D P R  R a h a y u 
Saraswati Djo-
johadikusumo 

menyuarakan dukungan-
nya untuk menggabungkan 
RRI, TVRI, dan LKBN Antara 
menjadi satu entitas media 
negara yang komunikatif, 
efisien, dan efektif. Sebelum-
nya, anggota Komisi VII DPR 
Eric Hermawan mengusulkan 
transformasi TVRI, RRI, dan 
Antara dari lembaga publik 
dan badan usaha milik negara 
menjadi media negara. 

Tujuannya adalah mencip-
takan media yang menjunjung 
tinggi kepentingan nasional 
dan mendukung pemerintah, 
berfungsi sebagai corong pe-
merintah di bawah lembaga 
komunikasi kepresidenan. 
Dalam rapat dengar pendapat 
mengenai efisiensi program 
kerja tahun 2025, anggota 
DPR Evita Nursanty (Fraksi 
PDI-P) menekankan bahwa 
karena anggaran TVRI dan 
RRI berasal dari negara, inde-
pendensi mereka seharusnya 
tidak menjadi alasan untuk 
tidak mengutamakan kepen-
tingan pemerintah.

Anggota Komisi I DPR RI 
Yulius Setiarto juga menekan-
kan pentingnya mengubah 
status LPP RRI dan TVRI 
menjadi Lembaga Penyiaran 
Negara. Menurutnya, peruba-
han ini akan memungkinkan 
kedua lembaga tersebut ber-
peran lebih efektif sebagai 
pengawal kepentingan ne-
gara. 

Di sisi lain, Direktur Utama 
Perum LKBN Antara Akhmad 
Munir menilai bahwa dengan 
penggabungan tersebut, nega-
ra akan memiliki entitas me-
dia yang lebih kuat dan ber-
sifat multiplatform, sehingga 
mampu meningkatkan pro-
duktivitas serta efektivitas, 
sekaligus menekan efisiensi. 
Direktur Utama LPP TVRI 
Iman Brotoseno juga mendu-
kung usulan penggabungan 
TVRI, RRI, dan Antara. Ia 
menambahkan bahwa peng-
gabungan ini penting untuk 
menjadikan media penyiaran 
publik di Indonesia sebagai 
media negara yang lebih kuat 
dan efisien. 

Usulan transformasi Lem-
baga Penyiaran Publik (LPP) 
menjadi media negara me-
nimbulkan kekhawatiran 
terkait independensi dan 
kebebasan pers. Perubahan 
status ini dapat mengurangi 
kemampuan media dalam 
menjalankan fungsi kont-
rol sosial dan menyajikan 
informasi yang berimbang 
kepada masyarakat. Kebe-
basan pers adalah hak asasi 
warga negara yang dijamin 
oleh Undang-Undang No. 
40 Tahun 1999 tentang Pers, 
dan esensial bagi demokrasi. 

Namun, jika media berada 
di bawah kendali pemerin-
tah, ada risiko bahwa media 
tersebut akan kehilangan 
fungsinya sebagai penga-
was jalannya demokrasi dan 
cenderung menjadi alat pro-
paganda pemerintah. Oleh 
karena itu, penting untuk 
mempertimbangkan dampak 

keberagaman informasi bagi 
masyarakat. Contohnya, BBC 
di Inggris dan NHK di Jepang 
mempertahankan indepen-
densinya dari intervensi pe-
merintah, meskipun didanai 
oleh negara. 

Memahami perbedaan ini 
penting untuk menilai sejauh 
mana media dapat menjalan-
kan perannya dalam masyara-
kat demokratis. Media publik 
yang independen cenderung 
lebih mampu menyediakan 
informasi yang berimbang 
dan objektif, sementara media 
negara dan media pemerintah 
mungkin menghadapi tan-
tangan dalam menjaga kebe-
basan pers dan keberagaman 
informasi.

Implikasi media negara 
Wacara menjadikan media 

publik menjadi media ne-
gara dan jadi corong peme-
rintah perlu disikapi serius. 
Pertama, transformasi ini 
berisiko melemahkan fungsi 
kontrol terhadap pemerintah 
dan memperkuat dominasi 
negara atas arus informa-
si. Intervensi politik dapat 
menjadikan media sebagai 
alat propaganda yang ha-
nya menyajikan narasi yang 
menguntungkan pemerintah, 
sekaligus membatasi pem-
beritaan kritis. Studi Dra-
gomir & Söderström (2021) 
menunjukkan bahwa lebih 
dari 80% media negara di 
berbagai negara mengalami 
kendali editorial tinggi oleh 
pemerintah, sehingga berita 
yang disiarkan cenderung 
bias dan menjadi alat legiti-
masi politik. Di Indonesia, 
ancaman utama dari model 
media negara adalah hilang-
nya independensi jurnalisme 
sebagai pengawas kekuasaan 
(watchdog). 

Kedua, kontrol negara atas 
media juga berpotensi men-
gurangi pluralisme informa-
si, membatasi keberagaman 
perspektif, serta menghambat 
jurnalis dalam melaporkan 
isu-isu sensitif. Jika media ne-
gara mendominasi ekosistem 
penyiaran, akses masyarakat 
terhadap perspektif alternatif 
menjadi terbatas. 

Ketiga, dominasi media 
yang dikontrol oleh negara 
dapat mengurangi keberaga-
man perspektif dalam ruang 
publik serta menciptakan mo-
nopoli informasi yang hanya 
menguntungkan pemerintah. 
Ketika wacana publik didikte 
oleh narasi resmi, masyarakat 
kehilangan akses terhadap 
sudut pandang alternatif, 
yang dapat mempersempit 
ruang diskusi kritis. Hal ini 
berpotensi memicu fragmen-
tasi sosial, di mana kelompok 
yang merasa tidak terwakili 
oleh media negara mencari 
informasi dari sumber yang 
kurang kredibel, mening-
katkan risiko polarisasi dan 
disinformasi. 

Keempat, perubahan ini 
akan memunculkan pertim-
bangan etis terkait tanggung 
jawab media, utilitas publik, 
dan kode etik yang menga-
tur jurnalisme. Etika media 
memainkan peran penting 
dalam memastikan penyeba-
ran informasi yang adil dan 
bertanggung jawab, terutama 
dalam konteks media yang di-
kontrol oleh negara. Selain itu, 
model ini dapat menurunkan 
kepercayaan publik terhadap 
media. 

Transformasi ini dapat 
mengakibatkan hilangnya 
kepercayaan publik terhadap 
media, karena khalayak dapat 
menganggap media yang 
dikontrol oleh negara se-
bagai media yang bias dan 
tidak dapat dipercaya. Ketika 
masyarakat menyadari bahwa 
informasi telah difilter se-
suai kepentingan pemerintah, 
mereka cenderung mencari 
sumber alternatif yang belum 
tentu kredibel, sehingga me-
ningkatkan risiko penyebaran 
disinformasi.

Optimalisasi komunikasi digital
Ketika pagar api jurnalistik 

(firewall) di media-media 
swasta telah diruntuhkan dari 
dalam secara terang-terangan 
oleh desakan komersialisasi 
dalam industri media massa 
(Krisdinanto, 2024), benteng 
terakhir yang tertinggal han-
yalah media publik. Namun, 
kalau benteng terakhir ini 
pun ikut diruntuhkan, siapa 
lagi yang bisa diandalkan? 
Untuk itu, alih-alih mengubah 
media publik menjadi media 
negara, pemerintah sebaiknya 
fokus pada komunikasi digital 
dan platform OTT yang lebih 
efektif dan relevan dengan 
kebutuhan masyarakat. 

Pergeseran ke media digital 
diperlukan karena televisi dan 
radio semakin kehilangan au-
diens, sementara masyarakat 
kini lebih mengandalkan in-
ternet dan media sosial. Pen-
dekatan Government Public 
Relations (GPR) modern perlu 
diterapkan. Pemanfaatan te-
knologi digital memungkin-
kan pemerintah membangun 
hubungan lebih erat dengan 
masyarakat, memperkuat 
keterlibatan publik, serta me-
ningkatkan transparansi ko-
munikasi pemerintahan. 

Model Government 2.0 
yang memanfaatkan media 
sosial memungkinkan interak-
si publik lebih partisipatif 
dibandingkan pendekatan 
media negara yang bersifat 
top-down. Di masa pemer-
intahannya, Presiden Joko 
Widodo pernah memanfaat-
kan platform YouTube dan 
Instagram untuk menjangkau 
masyarakat luas. Sayangnya, 
komunikasi ini lebih bersi-
fat personal karena terpusat 
pada akun pribadi, sehingga 
tidak dapat diteruskan oleh 
pemimpin berikutnya. Mo-

transformasi ini terhadap 
independensi media dan ke-
bebasan pers.

Aspek Kepemilikan dan Kontrol 
Editorial 

Perbedaan mendasar antara 
media negara, media pemerin-
tah, dan media publik terletak 
pada aspek kepemilikan, kont-
rol editorial, dan tujuan opera-
sional. Pemahaman mengenai 
perbedaan ini penting untuk 
menilai sejauh mana media 
dapat menjalankan perannya 
dalam masyarakat demokra-
tis. Media Negara merupakan 
media yang sepenuhnya di-
miliki dan dikendalikan oleh 
negara. Konten yang disajikan 
biasanya mencerminkan ke-
bijakan pemerintah dan sering 
digunakan untuk membangun 
legitimasi politik. 

Kontrol editorial yang ketat 
pada media jenis ini berpoten-
si menjadikannya alat propa-
ganda, seperti yang terlihat 
pada Russia Today (RT) di 
Rusia dan China Central Tele-
vision (CCTV) di Tiongkok. Di 
beberapa negara dengan ke-
munduran demokrasi, kontrol 
negara atas media meningkat, 
membuka ruang bagi kontrol 
politik atas pemberitaan. Me-
dia negara cenderung bergan-
tung pada dana publik dan 
mengikuti kebijakan editorial 
yang diarahkan oleh pemer-
intah, yang membatasi kebe-
basan pers serta keberagaman 
informasi. 

Sistem media negara cen-
derung membentuk monopoli 
informasi, berisiko mengarah 
pada penyalahgunaan wewe-
nang dan manipulasi opini 
publik. Media Pemerintah 
adalah media yang dikelola 
oleh pemerintah dengan tu-
juan utama menyampaikan 
informasi terkait kebijakan pu-
blik, layanan pemerintah, dan 
agenda pemerintahan kepada 
masyarakat. Meskipun tidak 
selalu dimiliki langsung oleh 
negara, media pemerintah 
tetap bergantung pada ke-
bijakan, pendanaan, dan garis 
editorial yang ditentukan oleh 
pemerintah. 

Media jenis ini melaporkan 
aktivitas pemerintahan dan 
kebijakan publik dengan per-
spektif yang lebih berorientasi 
pada kepentingan pemerin-
tah. Contohnya, NPR (Natio-
nal Public Radio) di Amerika 
Serikat menerima pendanaan 
dari pemerintah tetapi tetap 
memiliki kebebasan editorial 
dalam batasan tertentu. Media 
Publik bertujuan melayani ke-
pentingan masyarakat tanpa 
intervensi pemerintah dalam 
kebijakan editorialnya. Media 
ini didanai oleh pajak atau 
lisensi, serta memiliki regulasi 
hukum untuk memastikan 
independensinya dari campur 
tangan politik. Media publik 
memiliki badan pengawas 
independen yang memastikan 
kebijakan editorial bebas dari 
intervensi politik.

Dalam sistem negara de-
mokratis, keberadaan media 
independen sangat penting 
untuk menjalankan fungsi 
kontrol sosial terhadap pe-
merintah serta memastikan 
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del ini perlu diadopsi lebih 
luas oleh instansi pemerintah 
agar komunikasi publik tetap 
transparan dan efektif secara 
berkelanjutan. 

Media sosial juga dapat 
digunakan untuk mening-
katkan keterlibatan publik 
dalam pengambilan kebija-
kan. Konsep bi-directional 
engagement memungkinkan 
pemerintah mendengar as-
pirasi masyarakat, meres-
pons secara langsung, serta 
mengelola opini publik lebih 
efektif dibandingkan kontrol 
informasi yang kaku melalui 
media negara. Analitik media 
sosial juga membantu pengu-
kuran efektivitas komunikasi 
pemerintah dan penyesuaian 
strategi berdasarkan respons 
masyarakat. 

Prinsip konvergensi me-
dia menjadi elemen penting 
dalam kebijakan komunikasi 
pemerintah. Dengan konsep 
multimedia, multichannel, 
multiplatform (3M), pemerin-
tah dapat menjangkau masy-
arakat luas melalui berbagai 
media, baik digital maupun 
tradisional. Pendekatan ini 
memungkinkan penyampaian 
informasi lebih cepat, murah, 
dan interaktif. Salah satu alter-
natif yang bisa dikembangkan 
adalah optimalisasi GPR TV 
yang dikelola Kementeri-
an Komdigi sesuai Instruksi 
Presiden Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik. GPR TV 
dirancang menjadi sarana 
komunikasi pemerintah dan 
sebagai sarana penyebaran 
informasi, terutama di daerah 
3T (tertinggal, terdepan, dan 
terluar).

Sayangnya, GPR TV yang 
dikelola oleh Kominfo sejak 
10 Desember 2018, telah men-
gakhiri aktivitas siaran pada 
31 Desember 2024. Lagi-lagi 
ini membuktikan bahwa lem-
baga-lembaga pemerintah 
masih gagap dalam mengelola 
media untuk kepentingan 
GPR. Padahal, model GPRTV 
ini bisa menunjukkan bahwa 
pemerintah dapat memiliki 
saluran komunikasi sendiri 
tanpa mengendalikan LPP, 
yang seharusnya tetap inde-
penden dalam menjalankan 
mandatnya sebagai penyedia 
layanan informasi publik.

Jangan lengah 
Perubahan status Lembaga 

Penyiaran Publik (LPP) se-
perti TVRI dan RRI menjadi 
media negara menimbulkan 
kekhawatiran serius terkait 
kebebasan informasi dan de-
mokrasi di Indonesia. Sejarah 
panjang TVRI dan RRI pada 
era Orde Lama dan Orde 
Baru menunjukkan bahwa 
media yang dikendalikan oleh 
negara cenderung diguna-
kan sebagai alat propaganda, 
membatasi pluralisme media, 
dan menghambat kebebasan 
pers . 

Kepemilikan dan kontrol 
pemerintah atas media beri-
siko memanfaatkan saluran 
tersebut untuk kepentingan 
politik semata, bukan untuk 
kepentingan publik. Hal ini 
dapat menciptakan monopoli 
informasi dan membungkam 
kritik, yang bertentangan 
dengan prinsip-prinsip de-
mokrasi. Sebagai alternatif, 
daripada mengubah LPP 
menjadi media negara, peme-
rintah sebaiknya memperkuat 
strategi komunikasi digital 
yang lebih efektif dan sesuai 
dengan tuntutan zaman, tan-
pa mengorbankan indepen-
densi dan kebebasan pers 
yang esensial bagi demokrasi.
(Penulis; Dosen Departemen 
Ilmu Komunikasi Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta) **Sin-
doNews.Com

Warda L
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BAGI jutaan orang di negeri ini, 
judi sudah seperti bagian tidak 
terpisahkan dari kehidupan. 
Tidak ada kehidupan tanpa perju-

dian. Bersih dari judi ibarat mati. Celakanya, 
candu judi itu merebak ke mana-mana, bah-
kan masuk di kalangan wakil rakyat.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) ke DPR pekan 
lalu menunjukkan lebih dari 1.000 anggota 
DPR dan DPRD diduga terlibat judi online, 
dengan total transaksi menyentuh Rp25 mi-
liar. Dari pelacakan terhadap rekening para 
anggota dewan menunjukkan ada 63 ribu 
transaksi judi online di kalangan para wakil 
rakyat. Uang yang dipertaruhkan pun mulai 
dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Rasanya muskil dinalar jika alasan para 
wakil rakyat itu main judi ialah sekadar iseng. 
Semakin muskil lagi jika mereka mengatakan 
uang main judi itu berasal dari kocek sendiri, 
mengingat uang yang dipertaruhkan mulai 
dari ratusan juta rupiah.

Kalaupun itu benar dari kocek mereka 
sendiri, alangkah sialnya negeri ini karena 
punya wakil rakyat yang punya hobi bertaruh 
judi. Padahal, judi online itu bukanlah adu 
peruntungan karena permainan sepenuhnya 
dikendalikan oleh bandar. Tentu tak ada satu 
pun bandar di dunia ini yang bersedia kalah, 
sejak zaman purba hingga era digital saat ini.

Fakta dari PPATK itu jelas memberi tam-
paran keras bagi negeri ini. Karena itu, aparat 
harus segera menindaklanjuti temuan terse-
but karena perbuatan mereka sudah masuk 
ranah pidana. Dalilnya teramat lengkap, 
dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
hingga KUHP.

Badan Kehormatan DPR dan DPRD pun 
tak boleh berpangku tangan. Kolega mereka 
yang terindikasi cacat moral dan etika itu 
harus segera disidang karena sudah menye-
rang kehormatan lembaga. Sulit dibayangkan 
apa yang akan terjadi jika lembaga DPR dan 
DPRD dikelola oleh orang-orang yang kecan-
duan judi. Mereka yang membuat regulasi, 
mereka pula yang mengkhianati.

Fungsi pengawasan dewan akan menjadi 
tumpul lantaran anggota dewannya lebih 
berorientasi cari fulus buat main judi. Sama 
halnya dengan fungsi pembuatan anggaran 
negara yang bakal sarat dengan ijon para ang-
gota dewan. Dan, untuk fungsi legislasi, entah 
apa bentuknya sebuah undang-undang atau 
peraturan daerah hasil bikinan pemain judi.

DPR dan DPRD pastinya tak dapat diisi 
oleh sekumpulan orang yang doyan judi. 
Lembaga itu hanya bisa diisi oleh orang-
orang pilihan yang masih mampu menjaga 
kewarasan. Adapun para pejudi, mereka 
adalah orang yang gagal menjaga kesehatan 
mental.

Polisi serta Badan Kehormatan DPR dan 
DPRD jelas harus segera menyeret para 
terduga pejudi itu ke meja hijau. Minimal di-
pecat dari jabatan anggota dewan karena tak 
mungkin nasib negeri ini diserahkan kepada 
para penderita sakit mental.

Negeri ini, pelan tapi pasti, hendak digero-
goti lewat judi, khususnya judi online. Karena 
itu, terus-menerus membiarkan judi online 
berbiak mulai dari pejabat hingga anak-anak, 
sama saja membiarkan kanker merambat dan 
menggerogoti sekujur tubuh. Lebih-lebih bila 
kita seolah menutup mata atas dampak nyata 
dari judi online.

Kita pernah memiliki dua presiden yang 
terus-menerus mengingatkan pentingnya 
revolusi mental. Dulu, Presiden Soekarno 
mengenalkan kepada negeri ini tentang 
keharusan revolusi mental. Lalu, Presiden 
Jokowi mengulanginya lagi dengan ajakan 
yang sama. Entah kapan lagi kita akan terus 
mendengar seruan revolusi mental di satu 
sisi, sambil menyaksikan korban sakit mental 
akut berjatuhan akibat judi online.

Karena itu, segera telusuri temuan dugaan 
ribuan wakil rakyat kecanduan judi online 
tersebut. PPATK tidak boleh sekadar ‘me-
lempar petasan’ yang memekakkan telinga, 
tanpa jelas di mana petasan itu berada. Maka, 
serahkan saja nama-nama wakil rakyat itu ke-
pada badan kehormatan dewan agar urusan 
perjudian ini tidak sekadar bising dalam sua-
ra, tapi sepi tindakan nyata.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Atasi Judi tanpa 
Kebisingan

PANCASILA selalu menarik untuk dibahas. 
Salah satu materi Pancasila yang perlu pen-
dalaman kali ini adalah mengenai “Integrasi 
Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum di 
Indonesia: Suatu Kajian Filsafat Hukum”. 

OLEH : DR. I WAYAN SUDIRTA

Integrasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum 
di Indonesia: Suatu Kajian Filsafat Hukum

SEBELUMNYA terd-
apat pertanyaan 
yang perlu dija-
wab bersama-sama 

dalam konteks studi-studi 
tentang Pancasila adalah apa 
itu Pancasila? Apa benar Pan-
casila itu ideologi bangsa?

Pertanyaan pertama dapat 
kita jawab dengan mengi-
dentifikasi lebih lanjut pemi-
kiran-pemikiran para pendiri 
bangsa terutama Soekarno 
pada Pidatonya 1 Juni 1945.  

S o e p o m o ,  Y a m i n  d a n 
beberapa anggota BPUPK 
menyampaikan pandangan-
nya, namun belum mampu 
menjawab pertanyaan filosofis 
dari Ketua BPUPK tentang 
“dasar bernegara apa yang 
akan dijalankan ketika Indo-
nesia merdeka”.

Berdasarkan hal tersebut, 
Soekarno pada pidatonya 1 
Juni 1945, mengambil pende-
katan struktural-marxis dan 
membongkar struktur kekua-
saan tradisional digantikan 
sesuatu yang baru. 

Soekarno secara metodik 
dan sistematis menggambar-
kan sila demi sila dengan dua 
bagian utama berupa refleksi 
historis yang diakhiri dengan 
ajakan untuk mengambil ke-
putusan untuk merancang 
Indonesia ke depan.

Soekarno sangat sadar akan 
struktur masyarakat Indonesia 
pada  waktu itu yang belum 
siap untuk suatu kemerde-
kaan.

Namun, sejarah juga men-
unjukkan bahwa Indonesia 
bukan sebuah pengecualian 
dalam sejarah dunia.  Arab 
Saudi dan Rusia adalah dua 
contoh yang untuk satu ala-
san tertentu menggerakkan 
Soekarno bahwa kemerdekaan 
bisa dicapai dalam waktu se-
singkat-singkatnya.

Jika mencermati lebih lanjut 
pidato Soekarno, sesungguh-
nya obsesi tertinggi Soekarno 
disampaikan sebagai pem-
buka pernyataannya, yakni 
nasionalisme. Oleh karenanya 
sila pertama dari rumusan 
Soekarno adalah kebangsaan. 

Baru melalui Tim Kecil, 
konstruksi sila-sila terebut 
berubah seperti saat ini. Hal 
ini membuat Pancasila se-
bagai keajaiban dan perekat 
bangsa Indonesia. Melalui 
Pancasila dan Proklamasi, 
Indonesia yang sebelumnya 
terdiri dari daerah-daerah 
dan kerajaan-kerajaan bisa 
bersatu menyatakan kemer-
dekaannya. 

Pancasila telah menjaga 
semangat persatuan itu dari 
dulu hingga saat ini. Sebab 
nilai-nilai Pancasila pada ha-
kikatnya merupakan suatu 
dasar filosofis bangsa Indone-
sia dalam membentuk bangsa 
dan negara Indonesia untuk 
mencapai tujuan bersama.

Nilai-nilai Pancasila berasal 
dan digali dari budaya bangsa 
sebelum terbentuknya negara 
dan bangsa Indonesia bahkan 
berabad-abad sebelum adanya 
Majapahit dan Sriwijaya. 

Pada dasarnya nilai-nilai 
Pancasila secara sporadis dan 
fragmentaris terdapat dalam 
kebudayaan bangsa yang 
tersebar di seluruh kepulauan 
nusantara di mana masyarakat 
Indonesia telah mendapatkan 
kesempatan untuk berko-
munikasi dan berakulturasi 
dengan kebudayaan lain. 

Nilai-nilai tersebut melal-
ui para pendiri bangsa dan 
negara ini kemudian dikem-
bangkan dan secara yuridis 
disahkan sebagai suatu dasar 
negara, dan secara verbal 
tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hubungan seperti in-
ilah maka Pancasila yang cau-
sa materialisnya bersumber 
pada nilai-nilai budaya bangsa 
ini, meminjam nomenklatur 
antropologi disebut sebagai 
National Character, sebagai 
Peoples Character, atau dalam 
suatu negara populer disebut 
sebagai National Identity. 

Hal ini dapat dilihat dari 
contoh nilai budaya, tradisi 
maupun adat yang telah ada 
dari dulu, seperti: konsep hu-
kum adat yang bisa mencegah 
pencurian, konsep Tri Hita Ka-
rana yang dipegang teguh dan 
dipedomani oleh masyarakat 
Bali, dan konsep gotong ro-
yong dalam kehidupan sosial. 

Berdasarkan hal tersebut 
maka fungsi pokok Pancasila 
sebagai dasar serta asas dalam 
membentuk bangsa dan dalam 
kehidupan kebangsaan dalam 
mencapai tujuan bersama 
yaitu suatu masyarakat yang 
sejahtera, ber-Ketuhanan, ber-
kemanusiaan yang beradab, 
kebersamaan, serta berkeadi-
lan sosial. 
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Agustus 1945 dan UUD NRI 
Tahun 1945 yang merupakan 
cita-cita bangsa saling berkai-
tan dan kaitan itu mengarah 
pada pembentukan ketatane-
garaan Republik Indonesia 
dan segala sistem pemerinta-
hannya. 

Proklamasi kemerdekaan 
bangsa Indonesia merupakan 
kulminasi (puncak) dari tekad 
bangsa untuk merdeka. Kemu-
dian, proklamasi memuat per-
juangan penegakan jiwa Pan-
casila yang telah berabad-abad 
lamanya dicita-citakan. 

Selanjutnya tujuan dan ci-
ta-cita proklamasi ini tercer-
min dalam UUD NRI Tahun 
1945 yang terbagi dalam Pem-
bukaan dan Batang Tubuh 
UUD, serta UUD NRI Tahun 
1945 berlandaskan dan di-
dasari oleh Pancasila yang 
merupakan sumber tata tertib 
hukum Indonesia.

Pada pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 terdapat dengan 
jelas maksud, tujuan serta 
alasan bangsa Indonesia un-
tuk mendirikan suatu negara. 
Dalam pembukaan itu juga se-
cara resmi dan autentik diru-
muskan kelima sila Pancasila 
dan Pancasila sebagai falsafah 
negara Republik Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pan-
casila merupakan suatu asas 
kerokhanian yang dalam ilmu 
kenegaraan popular disebut 
sebagai dasar filsafat negara 
(Philosofische Gronslag). 

Dalam kedudukan ini Pan-
casila merupakan sumber 
nilai dan sumber norma dalam 
setiap aspek penyelenggaraan 
negara, termasuk sebagai sum-
ber tertib hukum di negara 
Republik Indonesia. 

Konsekuensinya seluruh pe-
raturan perundang-undangan 
serta penjabarannya senantia-
sa berdasarkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila-sila 
Pancasila. Pancasila adalah 
sebagai dasar filsafat negara 

Republik Indonesia. Sebagai-
mana dikembangkan melalui 
pemikiran yang dinamis oleh 
para pendiri negara kita, bah-
wa negara Indonesia adalah 
negara persatuan, demokrasi 
yang religius, humanis dan 
berkeadilan sosial. 

Tampaknya ide eklektis 
yang dikembangkan oleh pen-
diri negara kita merupakan 
suatu pemikiran yang khas. 
Hal ini jikalau kita banding-
kan negara Indonesia dengan 
konsep negara liberal, negara 
sosialis klas, negara sekuler, 
ataupun negara theokrasi. 

Pancasila pada hakikat-
nya merupakan suatu sistem 
filsafat, sehingga sila-silanya 
bukan merupakan bagian 
yang berdiri sendiri-sendiri, 
melainkan merupakan suatu 
kesatuan sistemik.

Dalam kedudukan Pancasi-
la sebagai dasar negara yang 
tercantum dalam Pembukaan 
UUD 1945, adalah merupakan 
suatu cita hukum (Rechtsidee), 
yang menguasai hukum dasar, 
baik hukum dasar tertulis 
maupun hukum dasar tidak 
tertulis. 

Cita hukum berfungsi se-
bagai suatu bintang pemandu 
(leitstern) bagi tercapainya 
cita-cita masyarakat. 

Suatu cita hukum membe-
rikan manfaat karena dengan 
cita hukum maka kita dapat 
menguji hukum positif yang 
berlaku, melalui cita hukum 
kita dapat mengarahkan hu-
kum positif ke arah suatu 
keadilan.

Pancasila yang di dalamnya 
terkandung nilai-nilai religi-
us, nilai hukum moral, nilai 
hukum kodrat, dan nilai reli-
gius merupakan suatu sumber 
hukum material bagi hukum 
positif Indonesia. 

Dengan demikian Pancasila 
menentukan isi dan bentuk pe-
raturan perundang-undangan 
di Indonesia yang tersusun 
secara hierarkhis. 

D a l a m  s u s u n a n  y a n g 
hierarkhis ini Pancasila men-
jamin keserasian atau tiadanya 
kontradiksi di antara berbagai 
peraturan perundang- undan-
gan secara vertikal maupun 
horisontal. 

Hal ini mengandung suatu 
konsekuensi jikalau terjadi 
ketidakserasian atau perten-
tangan norma hukum yang 
satu dengan lainnya yang 
secara hierarkhis lebih ting-
gi, apalagi dengan Pancasila 
sebagai sumbernya, maka hal 
ini berarti jika terjadi ketidak-
sesuaian maka hal ini berarti 
terjadi suatu inkonstitusiona-
litas (unconstitutionality) dan 
ketidaklegalan (illegality), dan 
oleh karenanya maka norma 
hukum yang lebih rendah itu 
batal demi hukum.

Pancasila dan Demokrasi
Ketika mengatakan: “...un-

tuk memberi kekuasaan pada 
satu golongan bangsawan?” 
Soekarno sadar bahwa antara 
“kediktatoran”, “oligarki”, 
dan “feodalisme” di Indone-
sia harus dilakukan penataan 
dalam satu kebangsaan besar 
bernama Indonesia. 

Soekarno merumuskan bah-
wa kebangsaan, demokrasi, 
bernegara adalah bukan se-
suatu yang given, tetapi se-
suatu yang harus mengalami 
proses perubahan mendasar 
di dalam diri, di dalam ke-
lompok etnik, kelompok ras, 
kelompok agama, bahkan 
dalam keluarga untuk menjadi 
suatu bangsa. 

Pancasila adalah kebijaksa-
naan dan kebijakan funda-
mental yang meletakkan dasar 
dan tujuan negara. Hal terse-
but salah satunya berwujud 
hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwaki-

lan, yang merupakan prinsip 
demokrasi dan kedaulatan 
rakyat sesuai pemikiran para 
pendiri bangsa. Musyawarah 
dan gotong royong merupa-
kan salah satu contoh pelaksa-
naannya.

Dalam praktIk demokrasi 
dan musyawarah jaman dulu 
di Indonesia kurang mengenal 
sistem oposisi dan mekanisme 
voting. Apalagi oposisi yang 
asal beda. Tapi demokrasi di 
Indonesia mengenal istilah 
pepe di Jawa dan tilar di Bali. 

Sekarang, kecenderungan 
praktek demokrasi di Indone-
sia mengarah pada sistem de-
mokrasi liberal, mengakibat-
kan kelompok kritis nonpeme-
rintah sering menyampaikan 
kritik asal beda bukan kritik 
yang membangun untuk men-
cari solusi. Padahal menurut 
hasil penelitian di Inggris 
misalnya, Pemerintah dan 
Oposisi mempunyai tujuan 
yang sama walaupun strategi 
dan programnya bisa berbeda. 
Itu sebabnya ketika Perang 
Dunia I dan Perang Dunia II 
demi kemenangan Inggris, Pe-
merintah dan oposisi bersatu.

Oleh karena itu, oposisi 
yang sehat adalah yang argu-
mentasinya selalu mendasar-
kan pada data dan fakta. 

Menariknya adalah anta-
ra pemerintah dan opoisisi 
adalah berusaha memecah-
kan masalah di masyarakat 
dengan metode yang berbeda. 
Adu argumen dan data inilah 
yang membawa pada kede-
wasaan berdemokrasi. 

Namun konsep ini tidak 
dikenal di Indonesia yang 
menganut sistem kekeluar-
gaan. Permusyawaratan dan 
demokrasi di Indonesia jika 
sesuai dengan nilai-nilai Pan-
casila akan lebih mantap, 
karena merupakan intisari 
dari peradaban yang ada di 
Indonesia.

Berkaitan dengan musya-
warah, hakikat Musyawarah 
dapat disisir kembali melalui 
pergulatan pemikiran Soekar-
no sebagaimana disampaikan 
pada Sidang BPUPK tanggal 
1 Juni 1945 berikut rangkaian 
penjelasan Soekarno dalam 
berbagai kesempatan seperti 
kursus Pancasila, kita akan 
mudah menyepakati bah-
wa secara metodologis, sila 
keempat “kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat ke-
bijaksanaan dalam permusya-
waratan/perwakilan, dan 
bahkan masing-masing sila 
dalam Pancasila merupakan 
hasil dari proses yang bersifat 
induktif. 

Dalam proses itu, prak-
tik-praktik empiris bermusya-
warah yang berlangsung lama 
dan ditemukan luas dalam 
masyarakat Indonesia dengan 
setting yang berbeda-beda 
menjadi referensi dasar. 

Musyawarah juga disebut 
tradisi berembug atau rembug 
merupakan sistem tradisional 
dari dialog timbal balik, kon-
sultasi, permusyawaratan, 
dan pengambilan keputusan 
berdasarkan kesepakatan. 

Dengan demikian, musya-
warah merupakan abstrak-
si dari pengalaman empiris 
masyarakat Indonesia, bukan 
premis yang diterjemahkan 
secara deduksi dari dunia ide. 

Soekarno menegaskan, Pan-
casila dan juga musyawarah 
dia gali dari bumi Indonesia, 
bukan berasal dari dirinya. 
Setiap sila inheren dalam 
masyarakat Indonesia bukan 
sesuatu yang diprekenalkan 
dari atas.

Agar dimensi operasional 
demokrasi di Indonesia tidak 
terjebak menjadi elitis/oligar-
kis, maka nilai dasar Pancasila 
niscaya dijalin dengan prinsip 
dasar demokrasi. 

Dengan demikian, harmoni 
sebagai nilai dasar Pancasila 
yang di dalamnya juga ter-
kandung nilai kekeluargaan, 
kegotongroyongan, serta ke-
bersamaan niscaya dijalin 
dengan kedaulatan rakyat 
dan partisipasi warga negara 
secara berkelanjutan sebagai 
prinsip dasar demokrasi.

Kebutuhan untuk menjalin-
kan nilai dasar Pancasila den-
gan prinsip dasar demokrasi 
tersebut adalah dilandaskan 
pada pemahaman bahwa Pan-
casila merupakan ideologi ter-
buka yang memungkinkannya 
untuk diberikan nilai-nilai 
baru yang segar agar Pancasila 
tidak kehilangan nilai aktuali-
tasnya tanpa kehilangan nilai 
filosofisnya. 

Apalagi perumusan kedau-
latan rakyat dalam UUD Tahun 
1945 (Pasal 1 ayat 2) telah terja-
di pergeseran dari kedaulatan 
dilakukan sepenuhnya oleh 
MPR menjadi “Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Un-
dang-Undang Dasar” semakin 
memperkuat pemikiran untuk 
memberi makna baru terhadap 
demokrasi berdasarkan Pan-
casila.

Pancasila dalam konteks 
demokrasi dapat diilustrasi-
kan sebagai jiwa bangsa yang 
tercermin dalam asas-asas hu-
kum adat sebagai manifestasi 
nilai kekeluargaan. 

Konsekuensi cara berpikir ini 
membuat kita memeriksa kem-
bali dengan seksama berbagai 
praktik yang terjadi dan mewa-
kili sekaligus mengekspresikan 
gagasan musyawarah dalam 
pengalaman konkret masyara-
kat terutama di Bali. 

Salah satu contohnya adalah 
Sangkepan, tradisi yang di-
laksanakan di desa adat dan 
banjar-banjar di Bali. Dalam 
Sangkepan, sistem voting 
kurang dikenal dalam praktek 
musyawarah Bali kuno. 

Prinsip musyawarah mu-
fakat dalam Sangkepan teru-
tama berkaitan dengan tata 
kehidupan adat, budaya dan 
agama di masyarakat Bali.

Pancasila dan Ekonomi
Indonesia sedang meng-

hadapi sebuah pembelahan 
besar. Pembelahan teresebut 
bukan seperti seperti yang 
digambarkan oleh media so-
sial, antara pendukung dan 
pembenci. 

Pembelahan yang saya mak-
sud adalah realitas ketimpan-
gan sosial yang memisahkan 
kelompok minoritas elite bis-
nis-politik dengan masyarakat 
kelas menengah ke bawah. 

Dalam perjalanan Indone-
sia, cita-cita kemerdekaan po-
litik dan ekonomi, demokrasi 
dan keadilan sosial tersimpan 
dalam mentalitas kebangsaan 
kita, dan muncul ke permu-
kaan dalam titik-titik per-
simpangan arah perjalanan 
Indonesia. 

Soekarno menegaskan, “de-
mokrasi yang kita kejar jangan 
hanya demokrasi politik saja, 
tetapi kita juga harus mengejar 
pula demokrasi ekonomi.”

Keadilan sosial merupakan 
hal yang terpenting guna 
mencapai suatu masyarakat 
yang berkemakmuran dan 
berkeadilan. 

Keadilan sosial dalam se-
mesta pemikiran Soekarno 
adalah kritik paling besar 
terhadap kapitalisme.  

Pemikiran Soekarno akan 
kemandirian bangsa teraktu-
liasasi dalam nilai keadilan 
ini atau yang dikatakan Soe-
karno sebagai sosio-demokrasi 
yakni demokrasi politik dan 
demokrasi ekonomi, yang 
kedua kakinya berdiri dalam 
masyarakat. *Jawa Pos (Penulis: 
Anggota Komisi III DPR RI dari 
Fraksi PDI Perjuangan )
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Cv. Risky Pratama 
Menerima Carteran / 

Perorangan  Rental Car

Tujuan  Palu Ke Luwuk,
Toli-Toli, Gorontalo, Manado, 
Morowali, Makassar, Kendari.

Contact  Person
0813-3333-9550/ 0823-4586-9955
Jl. Kelinci – Depan Penginapan/

Guest House Paradise
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AHLI GIGI
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H. Sudirman H. Abd. Rahman

* Pasang Gigi Satu Set   * Cuci Gigi (Scaling)
* Tambal Gigi Hitam Jadi Putih  * Format Gigi & Ratakan
* Gigi Rusak Tanpa Cabut Boleh Pasang * Sambung Gigi Patah
* Service Gigi/Lem Gigi   * Tambal Gigi Leser

Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA
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Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA
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Toli-Toli, Gorontalo, Manado, 
Morowali, Makassar, Kendari.
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* Gigi Rusak Tanpa Cabut Boleh Pasang * Sambung Gigi Patah
* Service Gigi/Lem Gigi   * Tambal Gigi Leser

Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA

warta sulteng2 SELASA, 30 NOVEMBER 2021
SULTENG RAYA

Cv. Risky Pratama 
Menerima Carteran / 

Perorangan  Rental Car

Tujuan  Palu Ke Luwuk,
Toli-Toli, Gorontalo, Manado, 
Morowali, Makassar, Kendari.

Contact  Person
0813-3333-9550/ 0823-4586-9955
Jl. Kelinci – Depan Penginapan/

Guest House Paradise

TUKANG
AHLI GIGI

EXPRESS
H. Sudirman H. Abd. Rahman

* Pasang Gigi Satu Set   * Cuci Gigi (Scaling)
* Tambal Gigi Hitam Jadi Putih  * Format Gigi & Ratakan
* Gigi Rusak Tanpa Cabut Boleh Pasang * Sambung Gigi Patah
* Service Gigi/Lem Gigi   * Tambal Gigi Leser

Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA

warta sulteng2 SELASA, 30 NOVEMBER 2021
SULTENG RAYA

Cv. Risky Pratama 
Menerima Carteran / 

Perorangan  Rental Car

Tujuan  Palu Ke Luwuk,
Toli-Toli, Gorontalo, Manado, 
Morowali, Makassar, Kendari.

Contact  Person
0813-3333-9550/ 0823-4586-9955
Jl. Kelinci – Depan Penginapan/

Guest House Paradise

TUKANG
AHLI GIGI

EXPRESS
H. Sudirman H. Abd. Rahman

* Pasang Gigi Satu Set   * Cuci Gigi (Scaling)
* Tambal Gigi Hitam Jadi Putih  * Format Gigi & Ratakan
* Gigi Rusak Tanpa Cabut Boleh Pasang * Sambung Gigi Patah
* Service Gigi/Lem Gigi   * Tambal Gigi Leser

Jl. Tombolotutu No. 60 Kav.7
(Samping kanan Apotik DIFHAS dekat lampu merah) Kota Palu
Buka CABANG

Jl. Sungai Lariang N0.40 Palu Barat

Contak Person

0852 4987 2786
(0451) 4768081

ORENNALTRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berlangganan rental
MOBIL LORENNA akan mendapatkan

FREE MINERAL WATER & SNACK
7x   Keberangkatan

Palu-Tolis gratis 1 tiket
Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Tolitoli
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 78
Telp: 0813 4124 2003
WA : 0852 3255 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

SULTENG RAYA - Ka-
polsek Batui, Iptu I Kadek 
Yoga Widata membubar-
kan kegiatan masyarakat 
yakni acara hiburan musik 
pesta pernikahan di Kelu-
rahan Sisipan, Kecamatan 
Batui, Kabupaten Banggai, 
Sabtu (27/11/2021) malam.

Upaya itu dilakukan se-
telah Kapolsek Batui me-

nerima informasi dari ma-
syarakat adanya kegiatan 
hiburan musik di acara per-
nikahan di lokasi tersebut.

"Kami bersama anggota 
langsung bergerak menuju 
lokasi dan setelah sampai 
mendapati warga masih 
sementara menyanyi," ujar 
Iptu Yoga.

Pembubaran yang dila-

kukan petugas itu lantaran 
kegiatan tersebut tidak 
memiliki izin dan sudah 
larut malam. "Barang bukti 
yang diamankan yakni 
alat musik jenis Keyboard 
Orgen karena sudah meng-
ganggu kenyamanan dan 
waktu istrahat warga seki-
tar," terang Iptu Yoga.

Iptu Yoga juga menyam-

paikan, pemilik alat musik 
dapat kembali mengambil 
barang miliknya di Ma-
polsek Batui pada pagi 
hari.

"Kami juga berkoodinasi 
dengan pemerintah kelura-
han agar lebih memperha-
tikan waktu pelaksanaan 
kegiatan masyarakat," jelas 
Iptu Yoga. */MAN

Polisi Bubarkan
Hiburan Musik di Sisipan

KAPOLSEK BATUI, Iptu I Kadek Yoga Widata saat membubarkan hiburan musik pesta pernikahan di Kelurahan 
Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sabtu (27/11/2021) malam. FOTO: DOK POLSEK BATUI

SULTENG RAYA - Ke-
pengurusan jajaran Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 
Kabupaten Poso Periode 
2021-2024 resmi dilantik, 
di gedung wanita Poso, 
Jalan Pulau Timur, Kelu-
rahan Gebang Rejo, Senin 
(29/11/2021).

Pelantikan itu, dihadiri 
Wakil Bupati Poso, M. Ya-
sin Mangun, Ketua Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) 
Nasdem Sulteng, Atha 
Mahmud, para pengurus 
DPW Nasdem Sulteng, pen-
gurus DPD Nasdem Poso 
dan tamu undangan.

Dalam kepengurusannya, 
sebagai ketua DPD Nas-
dem Poso dijabat Alexander 
Patambo, Sekretaris Romi 
Alimin dan Bendahara Fat-
mawati Parsan.

Ketua DPD Nasdem Poso, 
Alexander Patambo dalam 
sambutannya menyam-
paikan, mendapat ama-
nah menjabat sebagai ketua 
bukan perkara yang mu-
dah. Namun, sebagai wujud 
tanggung jawab besar.

Kata Alex, Nasdem Poso 
akan memperkuat struktur 
partai yang ada. Bersama-
sama membesarkan partai 
di wilayah Poso.

Sementara, Ketua DPW 
Partai Nasdem Sulteng, 

Atha Mahmud dalam pida-
tonya mengatakan, politik 
memang tidak bisa dipi-
sahkan dari sebuah kepen-
tingan jangka pendek yang 
seringkali kita diperhadap-
kan dengan kebutuhan-
kebutuhan pragmatis.

Menurut Atha, saat-saat 
yang genting semacam itu, 
godaan untuk berbuat cu-
rang, khianat, oportunis, 
pragmatis, menjadi sulit 
ditepiskan. Dalam kerangka 
itulah, pemahaman utuh 
tentang Gerakan Restorasi 
mesti dipahami.

“Saya tidak bilang bahwa 
semua orang di Partai ini 
harus suci putih seperti 
malaikat. Tidak pula saya 
mengatakan bahwa kita 
harus hitam pekat seperti 
belut,” ucapnya

Menurut Atha, yang ingin 
saya sampaikan bahwa, po-
litik Nasdem itu adalah rule 
game jangka panjang. Misi 
kita bukan sekedar merebut 
kekuasaan, mendapatkan 
kursi atau memiliki Bupati 
dan Wakil Bupati, Gubernur 
dan Wakil Gubernur. Itu 
tidak, Nasdem itu memi-
liki tugas sejarah yang amat 
besar.

“Sebuah tugas lebih suci 
dari sekedar menanamkan 
politik tanpa mahar, tugas 

besar itu adalah memulih-
kan Indonesia, kembali ke 
cita-cita awal proklamasi. 
Oleh karena itu, setiap kader 
jangan bersedih hati, min-
der, apalagi merasa marji-
nal. Tidak boleh sama sekali. 
Menjadi seorang kader Nas-

dem itu kebanggaan, kader 
Nasdem itu sebuah kehor-
matan, karena kita sedang 
berada di dalam Pusaran 
Gerakan Akbar Restorasi 
Indonesia,” tegasnya.

Wakil Bupati Poso, Ya-
sin Mangun dalam sam-

butannya mengapresiasi 
dan berterima kasih kepada 
partai Nasdem mulai dari 
pengurus pusat, DPW serta 
DPD Nasdem Poso yang 
telah berkolaborasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
tersalurnya beberapa pro-

gram pemerintah pusat bisa 
dilaksanakan di Poso.

“Program itu seperti ja-
ringan internet desa, serta 
beberapa program bantuan 
untuk peningkatan hasil dan 
komoditi pertanian Poso,” 
ujarnya.

Pelantikan dan penguku-
han pengurus DPD partai 
Nasdem Poso itu, kemudian 
dilanjutkan Rapat Kordinasi 
Khusus (Rakordasus) dan 
Pendidikan Politik dengan 
tema Perkuat Struktur, me-
nang lebih 2024. SYM

Pengurus DPD Partai Nasdem Poso 
Periode 2021- 2024 Dilantik

BERPOSE bersama pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Poso yang baru dilantik bersama para tamu undangan dan Wakil Bupati Poso, Senin (29/11/2021). FOTO: ISTIMEWA

SULTENG RAYA - Jajaran 
TNI-Polri  yang tergabung 
dalam panitia Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Banggai Laut (Balut) 
menggelar apel gabungan 
pergeseran barang logistik 
persiapan pelaksanaan  Pil-
kades di depan halaman 
kantor Dinas PMD setempat, 
Senin (29/11/2021).

Apel penyerahan yang 
dipimpin Asisten III Setda 
Kabupaten  Balut, Saridin 
Pilisi didampingi Wakapol-
res Bangkep Kompol Hadi 
serta Kapolsek Banggai AKP 
Karel Pae, Danramil 1308/
LB Kapten  Inf.Selumuel dan 
turut hadir anggota KPU 
Banggai dan anggota Kejaks-
aan Negeri Banggai.

Pengawalan pergeseran 
barang logistik itu, dila-
kukan dari kantor Dinas 
PMD-P3A ke masing-masing 
wilayah di tujuh kecamatan 
dan 30 desa  yang akan ikut 
melaksanakan Pilkades pada 
tanggal 2 Desember 2021 
mendatang.

Asisten III Saridin Pilisi 
dihadapan jajaran tim pen-
gamanan yang hadir ber-
harap, agar barang-barang 
logistik ini dapat tiba dengan 
selamat sampai ke tujuan 
tanpa kurang satu apapun 

TNI-Polri Gelar Apel Pergeseran Logistik Pilkades
serta semoga tugas dan tang-
gung kalian berjalan dengan 
lancar hingga sampai pemili-
han ini selesai.

"Kami atas nama Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Banggai Laut juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih 
atas dedikasi yang kalian 

berikan sejak beberapa hari 
ini yang telah memberikan 
pelayanan pengamanan ter-
hadap barang logistik di 
tempat kami," katanya. 

Saridin Pilisi menambah-
kan, adapun masing-masing  
desa yang akan  melaksana-
kan kegiatan Pilkades yang 

tersebar di tujuh wilayah 
Kecamatan Kabupaten Bang-
gai Laut yaitu, Kecamatan 
Bangkurung sebayak tujuh 
desa, Kecamatan  Banggai se-
banyak tiga desa, Kecamatan 
Banggai Tengah enam desa, 
Kecamatan Banggai Sela-
tan  empat desa, Kecamatan 

Banggai Utara satu desa, 
Kecamatan Labobo empat 
desa serta untuk Kecamatan 
Bokan Kepulauan terdiri dari 
lima desa.

Usai apel dilanjutkan den-
gan acara penyerahan  ba-
rang logistik Pilkades secara 
simbolis. SUBI

PENYERAHAN  barang logistik Pilkades secara simbolis. FOTO: ISTIMEWA

PT. BFI FINANCE PALU 
(0451-422678) 

Penawaran atas unit :
HONDA-BEAT-SPORTY CBS 
2017 DC2792XF. TOYOTA-ALL 
NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT 2014 
DC1028FB. DAIHATSU GRAN 
MAX STANDAR PS AC 1.5 PU 
2015 DN8158VR. YAMAHA-XAB-
RE-150 2016 B3499ULA. MITSU-
BISHI-ALL NEW TRITON-HDX DC 
4X4 2.5 MT PU 2017 DB8071CG. 
DAIHATSU-SIGRA-R 1.2 MT 2016 
DD1461QP. MITSUBISHI COLT T 
120 SS 1.5 FLAT DECK PU 2016 
DN8352BO.  

PT. BFI FINANCE PALU 
(0451-422678) 

Penawaran atas unit :
HINO DUTRO-136 HDX 6.8 
DUMP TRUCK 2023 DN8758UH. 
HONDA-GENIO-CBSISS 2021 
DN4044MV. SUZUKI CARRY 
FUTURA 1.5 PU 2013 DN8310MD. 
YAMAHA-MIO-M3  125  CW 
2017 DN3921IO. YAMAHA-FI-
NO-SPORTYSE 2015 DN2644NZ. 
DAIHATSU GRAN MAX STANDAR 
1.3 PU 2015 DN8321VR. SUZUKI 
CARRY STANDAR 1.5 PU 2018 
DN8145NB. HINO DUTRO-136 
HDX 6.8 DUMP TRUCK 2023 
DN8396MI. YAMAHA-FREE-
GO-125ABS 2019 DN5918PG. 
YAMAHA-VIXION-SE 2011 DN-
5924VB. WULING-CONFERO-1.5 
MT 2019 DN1687NR. ISUZU ELF-
NMR 71 THD 58 BAK BESI 2022 
DC8905XH. HONDA-CB-150 R 
STREETFIRE 2014 DN5212VP. 
TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 
MT 2010 DW1563CL. HONDA-GE-
NIO-CBSISS 2021 DN6713MU. 
TOYOTA NEW AVANZA VVTI E 
1.3 MT 2010 DN1812IA. HON-
DA-ALL NEW SCOOPY-STYLISH 
2019 DN5654IK. DAIHATSU-NEW 
TERIOS-R ADVENTURE 1.5 MT 
2016 DN1767BJ.  

PT. BFI FINANCE PALU 
(0451-422678) 

Penawaran atas unit :
 MITSUBISHI COLT T 120 SS 
MPI STANDAR 1.5 PU 2012 
DP8804BB.  YAMAHA-JUPI-
T E R M X K I N G - 1 5 0 G P 2 0 1 6 
DN6659CS. HONDA ALL NEW 
JAZZ IVTEC RS 1.5 MT 2010 
DB1167HE. DAIHATSU GRAN 
MAX-STANDAR 1.3 PU BOX 2010 
DN8703IY. HONDA-SONIC-150R 
2021 DN4921PI. TOYOTA NEW 
AVANZA VVTI S 1.5 MT 2011 
DW1291BR. SUZUKI CARRY 
FUTURA 1.5 PU 2016 DN8353KM.

PT. BFI FINANCE PALU 
(0451-422678) 

Penawaran atas unit :
 DAIHATSU XENIA XI DELUXE 
VVTI 1.3 MT 2004 DN1241EY. 
MITSUBISHI COLT L 300 DIESEL 
DELUXE 2.5 2009 DN7258ES. 
TOYOTA HILUX 4X2 2.0 PU 2012 
DN8039WE. DAIHATSU-ALL NEW 
TERIOS-R 1.5 MT 2020 DN-
1191LB. DAIHATSU GRAN MAX 
STANDAR 1.5 PU 2019 DT9298AT. 
SUZUKI CARRY FUTURA 1.5 PU 
2013 DN8153HA. CHEVROLET 
CAPTIVA-LT AWD 2.0 AT 2007 
DB1954AH. TOYOTA DYNA RINO 
130 HT DUMPTRUCK 2014 DN-
8467GY. HONDA-BEAT-POP CBS 
ISS 2017 DN3826ER.  

No. Polisi : DN  2554 NP
Nama : MARIANI H.M
Alamat : JL. SIS ALJUFRI NO. 43 

KEL. SIRANINDI
  KEC. PALU BARAT 

KOTA PALU
Merk/Type : HONDA ACH1M21BO4 

A/T 
No. Rangka : MH1JFM223EK086709
No. Mesin : JFM2E-2082333
No. BPKB : L044673111S1

BPKB HILANG

Direktur Jenderal Ke-
tenagalistrikan Jisman P. 
Hutajulu mengatakan bah-
wa kebijakan ini merupakan 
bagian dari upaya Pemer-
intah untuk menjaga daya 
saing industri serta menjaga 
tingkat infl asi.

Sesuai ketentuan dalam 
Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 28 Tahun 2016 jo. 
Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 8 Tahun 2023, bahwa 
penyesuaian tarif tenaga 
listrik bagi 13 golongan pe-
langgan nonsubsidi dapat 
dilakukan setiap 3 bulan 
mengacu pada perubahan 
terhadap realisasi parame-
ter ekonomi makro, yakni 
kurs, Indonesian Crude Pri-
ce (ICP), infl asi, serta Harga 
Batu Bara Acuan (HBA).

"Berdasarkan empat pa-
rameter (kurs, ICP, infla-
si dan HBA) seharusnya 
penyesuaian tarif tenaga 
listrik atau tariff adjustment 
bagi 13 golongan pelanggan 
mengalami kenaikan jika 
dibandingkan dengan tri-
wulan sebelumnya. Namun 
untuk menjaga daya saing 
dan mengendalikan infl asi, 
Pemerintah memutuskan 

tarif listrik tetap atau tidak 
naik," ujar Jisman di Jakarta, 
Jumat (28/6).

Sesuai regulasi tersebut, 
parameter ekonomi ma-
kro yang digunakan untuk 
Triwulan III Tahun 2024 
adalah realisasi pada bulan 
Februari, Maret, dan April 
Tahun 2024, yaitu kurs se-
besar Rp15.822,65/USD, 
ICP sebesar 83,83 USD/
barrel, infl asi sebesar 0,38%, 
dan HBA sebesar 70 USD/
ton sesuai kebijakan DMO 
Batubara.

Jisman juga menambah-
kan bahwa tarif tenaga 
listrik untuk 25 golongan 
pelanggan bersubsidi juga 
tidak mengalami kenaikan 
dan tetap mendapatkan 
subsidi listrik.

Direktur Utama PLN, 
Darmawan Prasodjo me-
mastikan perseroan terus 
melakukan langkah efi sien-
si serta menyajikan listrik 
andal dan berkualitas bagi 
seluruh pelanggan di tanah 
air.

“Kehadiran listrik sangat 
penting bagi pergerakan 
roda ekonomi. Kami te-
rus memastikan pelanggan 

PETUGAS PLN yang sedang melayani pelanggan rumah tangga. FOTO: DOK PLN

Tarif Listrik Triwulan III 
Tidak Berubah, PLN Tetap 

Jaga Mutu Pelayanan
SULTENG RAYA - Pemerintah melalui Ke-
menterian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik tri-
wulan III (Juli-September) Tahun 2024 tetap 
atau tidak mengalami perubahan.

dapat terus memperoleh 
listrik yang andal dan ber-
kualitas,” ujar Darmawan.

Selain itu, dalam upaya 
turut menjaga pasokan lis-
trik yang andal guna meng-
gerakkan perekonomian 
nasional, perseroan juga 
selalu aktif meningkatkan 

penjualan dan memberikan 
promo layanan ketenagalis-
trikan serta beragam insentif 
menarik bagi pelanggan.

"PLN berkomitmen men-
dukung penyediaan energi 
listrik yang andal dan ter-
jangkau untuk menjaga ting-
kat infl asi dan daya saing 

industri. Di sisi lain PLN 
juga akan terus mening-
katkan upaya efi siensi dan 
mengerek penjualan listrik," 
pungkas Darmawan. 

Adapun, untuk rincian ta-
rif tenaga listrik di kuartal III 
2024 (Juli-September) dapat 
diakses melalui https://
web.pln.co.id/pelanggan/
tarif-tenaga-listrik/tariff-ad-
justment.*/HJ

SULTENG RAYA - Uni-
versitas Al Azhar Mesir 
meminta secara langsung 
kepada Pemerintah RI un-
tuk memusatkan seleksi 
calon mahasiswa baru asal 
Indonesia di Kementeri-
an Agama (Kemenag) RI, 
dengan standarisasi kelu-
lusan yang ditetapkan oleh 
Markaz Tahwir Universitas 
Al-Azhar.

"Seleksi yang dimaksud 
akan memastikan berbagai 
ujian standarisasi Markaz 
Tahwir telah dilakukan se-
jak di Indonesia sebelum 
mahasiswa diberangkatkan 
ke Al-Azhar," kata Wakil 
Grand Syekh Universitas 
Al-Azhar Mesir Mohamed 
Ad-Duweiny melalui kete-
rangan di Jakarta, Selasa.

Ad-Duweiny mengata-
kan seleksi dan ujian yang 
dimaksud dilakukan untuk 
memastikan level maha-
siswa tersebut, yang diha-
rapkan ke depannya dapat 
dilakukan secara daring.

Ia juga meminta supaya 
seluruh calon mahasiswa 
yang diberangkatkan ke 
Al-Azhar Mesir dengan 
ijazah non-Muadalah harus 
mendapat legalisasi dari 
Kemenag RI dan Kedutaan 
Mesir di Jakarta.

Ia menegaskan calon ma-
hasiswa yang ijazahnya ti-
dak memiliki legalisasi dari 

MENTERI Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas (kiri) dan Wakil Grand Syekh Universitas al-
Azhar Mesir (kanan). FOTO: DOK KEMENAG

Al Azhar Mesir Minta Seleksi Calon Mahasiswa Dipusatkan di Kemenag
gah banyaknya calon maha-
siswa Indonesia yang sudah 
diberangkatkan ke Mesir 
oleh oknum tertentu, namun 
belum dinyatakan layak 
diterima sesuai standarisasi 
Markaz Tahwir Universitas 
Al-Azhar. 

"Pusat pengembangan 
pendidikan di Al-Azhar itu 
satu-satunya adalah Markaz 
Tahwir yang menjadi stan-
dar bisa diterima atau tidak 
seorang calon mahasiswa ke 
Universitas Al-Azhar. Mar-
kaz Tahwir disiapkan untuk 
mereka bisa mendapatkan 
pendidikan bahasa Arab 
yang cukup sebagai bekal 
bagi mereka bisa melanjut-
kan pendidikannya di Al-
Azhar," ujarnya.

Menteri Agama (Menag) 
RI Yaqut Cholil Qoumas 

mengapresiasi  langkah 
dan inisiatif Universitas 
Al-Azhar, terutama jika nan-
tinya seleksi yang dilaksana-
kan dapat dilakukan secara 
daring. Lebih lanjut, ia ber-
komitmen untuk memba-
has kerja sama penerimaan 
mahasiswa ini secara lebih 
detail dengan mengirimkan 
delegasi khusus dari Keme-
nag ke Universitas Al-Azhar 
Mesir.

"Kita tahu minat anak-
anak Indonesia untuk kuliah 
di Al-Azhar itu sangat tinggi 
sekali. Kesempatan untuk 
dilakukan secara online 
itu menarik, karena tentu 
ini sangat mempermudah 
anak-anak Indonesia untuk 
mengakses pendidikan di 
Al-Azhar," tutur Menag 
Yaqut.RPB

Kemenag RI dan Kedutaan 
Mesir di Jakarta maka di-
anggap tidak layak untuk 
berkuliah di Al Azhar Mesir.

"Kami ingin sekali memas-
tikan bahwa mahasiswa-ma-
hasiswa yang datang dari 

Indonesia melalui jalur yang 
resmi. Kami ingin memas-
tikan setiap mahasiswa In-
donesia yang datang dalam 
keadaan yakin diterima dan 
mereka memiliki legalitas," 
ujarnya. Ad-Duweiny men-

gaku dirinya khawatir ada 
pelajar Indonesia yang di-
manfaatkan oleh kelompok 
tertentu, yang sama sekali 
tidak mewakili Al-Azhar.

Menurutnya, hal ini perlu 
diupayakan untuk mence-

SULTENG RAYA - Pe-
merintahan Prabowo Subi-
anto-Gibran Rakabuming 
Raka dikabarkan segera 
merealisasikan janji po-
litiknya saat kampanye 
Pilpres 2024, salah satunya 
program makan bergizi 
gratis. Ketua Umum Ge-
rakan Indonesia Mandiri 
(Ketum GIM), Heikal Safar 
mendukung gagasan yang 
akan dieksekusi oleh Pre-
siden Terpilih Prabowo.

"Saya sebagai Ketum 
GMI beserta seluruh ang-
gota sangat mendukung 
dan meyakini adanya pro-
gram makan bergizi gratis 
yang telah dijanjikan Pre-
siden dan Wakil Presiden 
terpilih Bapak Prabowo 
dan Mas Gibran, insya Al-
lah mampu menyehatkan 
dan mencerdaskan rakyat 
di seluruh Tanah Air ter-
cinta," kata Heikal saat 
diwawancara di kawasan 
Kebayoran Baru,  Jakarta 
Selatan, Rabu (26/6/2024).

Mantan Sekjen DPP 
Partai Priboemi tersebut 
menilai, cita-cita Presiden 
ke-8 RI Prabowo sangat 
besar untuk menjadikan 
Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia menjadi 
negara maju yang disegani 
dunia internasional. Kare-
na itu, juga mendukung 
didirikannya Badan Gizi 
Nasional, yang secara khu-
sus menangani program 
makan bergizi gratis bagi 
para siswa di sekolah.

 "Saya sangat berharap 
agar Badan Gizi Nasional 
segera terwujud sehingga 
program makan bergi-
zi gratis dapat berjalan 

lancar, aman, damai dan 
berkesinambungan," ucap 
Heikal.

Lanjut lanjut, Heikal 
ikut berharap, program 
makan bergizi Presiden 
Prabowo juga didukung 
oleh Presiden Joko Wi-
dodo (Jokowi), Presiden 
ke-6 RI Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY), dan 
Presiden ke-5 RI Mega-
wati Soekarnoputri. Dia 
juga mengajak elite poli-
tik, tokoh agama, kepala 
daerah tingkat provinsi 
dan kabupaten/kota ikut 
memuluskan program pro 
rakyat kecil itu.

Dengan begitu, program 
yang menyasar para sis-
wa agar tidak ada lagi 
anak stunting tersebut bisa 
berjalan tanpa gangguan 
politik. Menurut Heikal, 
program unggulan itu 
juga memiliki manfaat 
dengan berputarnya eko-
nomi di masyarakat kelas 
bawah. Jika program ma-
kan bergizi gratis berjalan 
maka kondisi perekono-
mian Indonesia bisa lebih 
baik dalam menghadapi 
ancaman ketidakstabilan 
global.

"Saat ini dinamika ek-
onomi keuangan global 
berubah cepat sehingga 
risiko dan ketidakpastian 
meningkat, hal ini men-
jadi ancaman bagi negara 
berkembang termasuk 
Indonesia. Mari rakyat 
Indonesia mendukung 
program makan bergi-
zi gratis yang dijanjikan 
bapak Presiden Prabowo 
dan Wakil Presiden Gi-
bran," ujar Heikal.RPB

Heikal Safar Dukung 
Prabowo Bentuk 

Badan Gizi Nasional
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Bersiap untuk 
Dunia yang 
Menggila

Proyek Hilirisasi Tingkatkan 
Sumber Pendapatan Negara

INDONESIA telah menunjukkan komitmen 
kuat dalam mendorong proyek hilirisasi sum-
ber daya alam sebagai strategi utama untuk 
meningkatkan pendapatan negara. Hilirisasi, 
atau proses pengolahan bahan mentah menja-
di produk bernilai tambah tinggi, merupakan 
langkah cerdas dan progresif untuk mengubah 
struktur ekonomi dari berbasis ekstraksi ke 
industri manufaktur dan pengolahan. 

MELALUI pen-
dekatan ini, 
I n d o n e s i a 
tidak hanya 

memaksimalkan potensi ke-
kayaan alamnya, tetapi juga 
membuka jalan menuju ke-
mandirian ekonomi dan ke-
sejahteraan masyarakat yang 
lebih merata.

Langkah hilirisasi ini sangat 
strategis mengingat selama 
bertahun-tahun Indonesia ha-
nya menjadi eksportir bahan 
mentah seperti nikel, bauksit, 
batu bara, dan kelapa sawit. 
Nilai ekspor yang diterima 
negara cenderung rendah 
karena tidak melewati proses 
industri lanjutan. Selama ini, 
sebagian besar nilai tambah 
justru dikuasai oleh negara 
pengimpor karena belum 
optimalnya kebijakan hiliri-
sasi dalam negeri. Kini, hal 
itu dikoreksi melalui strategi 
hilirisasi nasional. Dengan 
adanya hilirisasi, Indonesia 
dapat mempertahankan se-
bagian besar nilai tambah di 
dalam negeri. Proyek-proyek 
seperti pembangunan smel-
ter nikel, pabrik pengolahan 
kelapa sawit, dan pengem-

kendaraan listrik, tetapi juga 
menciptakan lapangan kerja 
baru dan mendongkrak per-
tumbuhan ekonomi di wila-
yah-wilayah penghasil. Pa-
jak, royalti, dan penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) 
dari sektor ini pun mengalami 
peningkatan signifikan, mem-
berikan kontribusi nyata ter-
hadap Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN).

Selain sektor pertamban-
gan, hilirisasi juga diterap-
kan di sektor pertanian dan 
perkebunan, seperti kelapa 
sawit dan karet. Industri pen-
golahan kelapa sawit yang 
terintegrasi dari hulu ke hilir 
memungkinkan Indonesia 
memproduksi turunan seperti 
biodiesel, oleokimia, dan 
makanan olahan yang dapat 
dijual dengan harga jauh lebih 
tinggi daripada minyak sawit 
mentah (CPO). Hal ini tidak 
hanya menguntungkan nega-
ra secara finansial, tetapi juga 
mengurangi ketergantungan 
terhadap ekspor komodi-
tas mentah yang fluktuatif. 
Dengan meningkatnya per-
mintaan produk turunan 
yang ramah lingkungan dan 
bernilai tambah tinggi di 
pasar global, potensi ekspor 
Indonesia semakin luas dan 
menjanjikan.

Keuntungan lainnya dari 
proyek hilirisasi adalah pe-
merataan pembangunan. Se-
bagian besar proyek hilirisasi 
ditempatkan di luar Pulau 
Jawa, seperti Sulawesi dan 
Kalimantan, yang selama ini 
relatif tertinggal dalam hal 
infrastruktur dan investasi 
industri. Dengan masuknya 
investor dan pembangunan 
fasilitas industri, daerah-dae-

rah ini mengalami pening-
katan signifikan dalam hal 
ekonomi lokal, pendidikan, 
serta kesempatan kerja. Ini 
sejalan dengan agenda pe-
merintah untuk mendorong 
pembangunan yang inklusif 
dan mengurangi kesenjangan 
antarwilayah.

Sementara itu, Direktur 
Utama PT Mineral Indus-
tri Indonesia (Persero) atau 
MIND ID, Maroef Sjamsoed-
din, mengatakan hilirisasi 
menjadi strategi utama untuk 
memperkuat daya saing na-
sional melalui peningkatan 
nilai tambah komoditas mi-
neral. Dengan capaian kinerja 
yang baik, MIND ID sebagai 
penggerak hilirisasi Indonesia 
berharap dapat memberikan 
dampak positif, tidak hanya 
bagi kelangsungan bisnis 
perusahaan di masa depan, 
tetapi juga pertumbuhan 
kinerja ekonomi dan negara.

Meskipun terdapat tantan-
gan teknis, pemerintah telah 
secara aktif mengantisipasi 
dan menyelesaikannya den-
gan pendekatan kompre-
hensif.. Diperlukan regulasi 
yang mendukung, kepastian 
hukum, ketersediaan ener-
gi, serta infrastruktur yang 
memadai. Namun, peme-
rintah telah menunjukkan 
keseriusan dalam mengatasi 
berbagai kendala tersebut 
melalui reformasi birokrasi, 
pembangunan infrastruktur 
besar-besaran, serta penye-
derhanaan perizinan usaha. 
Dukungan kebijakan fiskal 
seperti insentif pajak bagi 
industri pengolahan juga 
menjadi pendorong utama 
percepatan hilirisasi di ber-
bagai sektor.

Lebih jauh lagi, hilirisasi 
juga membawa dampak po-
sitif terhadap upaya dekar-
bonisasi dan transisi energi 
bersih. Pengolahan mineral 
kritis seperti nikel dan kobalt 
menjadi komponen baterai 
kendaraan listrik menunjuk-
kan bahwa Indonesia dapat 
menjadi pemain utama dalam 
rantai pasok global energi 
terbarukan. Ini membuka 
peluang kerja sama interna-
sional yang menguntungkan 
sekaligus menegaskan posisi 
strategis Indonesia dalam peta 
ekonomi global masa depan.

Dengan semua manfaat 
tersebut, proyek hilirisasi 
menjadi langkah yang sangat 
relevan dan visioner untuk 
membangun ketahanan eko-
nomi nasional. Selain mening-
katkan pendapatan negara, 
hilirisasi mampu menciptakan 
ekonomi yang lebih produktif, 
inklusif, dan berkelanjutan. 
Potensi Indonesia sebagai ne-
gara yang kaya akan sumber 
daya alam dapat dimanfaat-
kan secara optimal jika terus 
diarahkan ke dalam strategi 
pembangunan jangka panjang 
berbasis nilai tambah.

Dengan terus memperkuat 
proyek hilirisasi, Indonesia 
berada di jalur yang tepat 
untuk tidak hanya meningkat-
kan pendapatan negara secara 
signifikan, tetapi juga mem-
bangun masa depan yang 
lebih mandiri dan sejahtera. 
Ini adalah saatnya untuk me-
ninggalkan ketergantungan 
pada ekspor bahan mentah 
dan bertransformasi menjadi 
negara industri yang berdaya 
saing tinggi di kancah glo-
bal.)* Penulis adalah pengamat 
kebijakan publik
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ADA-ADA saja dalih yang di-
ciptakan oleh Amerika Serikat 
(AS) untuk menyerbu negara 
lain. Kali ini, negara dengan 

julukan ‘Paman Sam’ di bawah kepemimpi-
nan Donald Trump itu secara terang-teran-
gan dan terbuka menyerbu negara merdeka 
lainnya, Iran.

Amerika masih merasa sebagai polisi, 
jaksa, dan hakim dunia sehingga berhak 
untuk menghakimi hingga mengeksekusi 
negara lain. Kali ini, mereka mengerahkan 
pesawat pengebom dan kapal selam yang 
meluncurkan puluhan peluru kendali (ru-
dal) dan bom ke Iran.

Semua itu dilakukan karena Iran diang-
gap menolak melucuti senjata nuklir yang 
mereka miliki. Pascapenyerbuan, Trump 
pun mengunggah klaim keberhasilan ke-
kuatan militer Amerika menghancurkan 
tiga lokasi fasilitas nuklir Iran itu.

Trump juga menyebut serangan ini se-
bagai keberhasilan spektakuler. Padahal, 
sejumlah senator di AS menganggap aksi 
militer itu sebagai pelanggaran konstitusi 
karena tidak ada persetujuan dari Kongres 
untuk melakukannya.

Apalagi, Organisasi Energi Atom Interna-
sional (IAEA) sebenarnya pernah melarang 
serbuan ke fasilitas nuklir di Iran. Hal itu 
karena serangan ke fasilitas nuklir dapat 
membahayakan manusia dan lingkungan. 
Melalui serangan tersebut, AS sebagai 
kekuatan super power dunia sama sekali 
tak menghargai semua kesepakatan dan 
aturan-aturan itu.

Yang dilakukan Trump lebih pada hasrat 
untuk ikut cawe-cawe bersama sekutunya, 
Israel, untuk menyerbu Iran. Keterlibatan 
AS jelas akan menjauhkan harapan terja-
dinya perdamaian dunia. Kutukan, seruan, 
dan pernyataan sikap seakan dianggap an-
gin lalu. Jangankan kecaman, surat perintah 
penangkapan untuk Perdana Menteri Israel 
Benjamin Netanyahu oleh Mahkamah Pida-
na Internasional (ICC) saja seakan menjadi 
macan ompong. Nyaring ketika dibacakan, 
tapi tidak berdampak apa pun.

Indonesia telah mengecam segala bentuk 
agresi dan mendorong agar konflik disele-
saikan melalui jalur diplomatik dan hukum 
internasional. Di sisi praksis, pemerintah 
juga mulai mengevakuasi warga negara 
Indonesia (WNI) dari Iran.

Selain langkah jangka pendek, pemerintah 
juga mesti bersiap dengan langkah-langkah 
mitigasi mengatasi perang berkepanjangan. 
Perang kali ini diyakini bakal mengguncang 
perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Sektor yang perlu diwaspadai berpen-
garuh ke Indonesia ialah di bidang energi 
dan keuangan. Harga minyak, gas alam 
dunia, dan nilai tukar dolar AS berpeluang 
menggila. Apalagi, Indonesia adalah negara 
importir minyak. Kejayaan kita selaku nega-
ra eksportir minyak dan gas bumi (migas) 
tinggal sejarah. Maka, wajar bila kita mesti 
sangat serius mengatasi dampak buruk dari 
kebrutalan agresi Israel yang dipimpin Ne-
tanyahu dan Amerika di bawah komando 
Trump.

Ketergantungan jelas membuat Indone-
sia tidak bisa berkutik terhadap dinamika 
perekonomian global. Bila harga migas 
dunia melonjak, harga bahan bakar minyak 
di Tanah Air otomatis akan terkerek naik. 
Maka, konsumen BBM mesti membayar 
lebih mahal akibat kenaikan itu. Pula, sub-
sidi energi juga akan membengkak. Alhasil, 
anggaran negara bisa jebol bila terus-terusan 
menghadapi situasi global yang makin liar 
lantaran sepak terjang dua kepala negara 
yang amat brutal itu.

Sudah saatnya dan seharusnya keinginan 
Presiden Prabowo Subianto untuk melahir-
kan kemandirian energi di Tanah Air tidak 
sekadar rencana di atas kertas. Segera prak-
tikkan cetak biru kemandirian energi itu 
mulai sekarang agar di jangka menengah 
dan jangka panjang, negeri ini tidak selalu 
diombang-ambingkan situasi.

Pada saat bersamaan, akhiri praktik 
korupsi dan permainan mafia di sektor 
energi. Bila ada yang tidak sepaham den-
gan tekad ini dan masih ingin main-main, 
silakan minggir atau dipinggirkan. Selama 
benalu itu tetap bercokol, jangan bermimpi 
kemandirian energi akan tercapai.

Tatanan dunia sudah diporak-poranda-
kan oleh orang-orang yang tidak peduli 
dengan konsensus dan ketenangan dunia. 
Mereka tetap menjual retorika menjaga 
perdamaian, tetapi dengan menghabisi 
sesama. Karena itu, negeri ini mesti me-
mitigasi semuanya. Kita harus bersiap 
menghadapi tatanan dunia yang kian 
menggila.*Media Indonesia

KPPN Luwuk: “Mendekatkan Layanan Keuangan Negara di Daerah”
SEBAGAI bagian dari Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan Kementerian Keuangan RI, Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Luwuk memegang peran penting dalam pelaksa-
naan anggaran negara di wilayah Kabupaten 
Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. 

Dengan fungsi utama sebagai 
pelaksana perbendaharaan 
(treasury) pemerintah, KPPN 
Luwuk hadir untuk menjamin 
bahwa dana APBN tersalurkan 
secara tepat waktu, tepat jum-
lah, dan tepat sasaran hingga ke 
pelosok Banggai Raya.

Salah satu peran utama 
KPPN Luwuk adalah sebagai 
payment office atau kantor bay-
ar bagi satuan kerja (satker) ke-
menterian/lembaga yang bera-
da di wilayah kerjanya. Setiap 
tahun, triliunan rupiah dana 
APBN digelontorkan ke wilay-
ah Banggai Raya melalui KPPN 
Luwuk, baik dalam bentuk be-
lanja pegawai, belanja barang, 
belanja modal, belanja bantuan 
sosial, hingga dana transfer ke 
daerah. Pada tahun anggaran 
2025 ini KPPN Luwuk melayani 
63 satuan kerja yang tersebar di 
wilayah Kab. Banggai, Banggai 
Kepulauan, dan Banggai Laut. 
KPPN Luwuk mengelola dana 
APBN senilai Rp 4,35 triliun 
dengan rincian belanja pegawai 
senilai Rp259,9 miliar, belanja 
barang senilai Rp190,6 miliar, 
belanja modal senilai Rp146,3 
miliar, belanja bantuan sosi-
al senilai Rp155,7 juta, serta 
belanja Transfer Ke Daerah 
(TKD) senilai Rp3,75 triliun. 
Anggaran belanja transfer ke 
daerah ini meliputi Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Transfer 
Khusus (DTK) yang terdiri 
dari DAK Fisik dan Non Fisik, 
Dana Desa, serta Dana Insentif 
Fiskal. Dalam penyaluran Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
dan Dana Desa, KPPN Luwuk 
turut mengawasi kelengkapan 
persyaratan, capaian output, 
dan pelaporan dari pemerintah 
daerah serta pemerintah desa. 
Tujuannya adalah memasti-
kan bahwa transfer ke daerah 
berdampak nyata terhadap 
pembangunan. KPPN Luwuk 
memastikan bahwa semua pro-
ses pencairan dana dilakukan 
sesuai ketentuan yang berlaku 
dan mendukung program pri-
oritas nasional maupun kebu-
tuhan masyarakat lokal. 

Hingga mendekati akhir se-
mester I tahun 2025 ini, APBN 
yang telah terealisasi melalui 
KPPN Luwuk senilai Rp1,56 
triliun dari total anggaran se-
nilai Rp4,35 triliun atau sekitar 
36% dari total anggaran. KPPN 
Luwuk selalu mendorong sa-
tuan kerja untuk terus mening-
katkan kinerja keuangan berupa 
optimalisasi dan akselerasi 
(percepatan) belanja, pelaksa-
naan anggaran yang berkualitas 
(spending better), dan pening-
katan efisiensi dan efektivitas 
belanja (value for money).

Lebih dari itu, KPPN Luwuk 
tidak hanya berperan sebagai 
pelaksana teknis pembayaran, 
tetapi juga sebagai institusi 
pembina dalam hal pengelolaan 
keuangan negara. Hal ini tercer-
min melalui kegiatan sosialisasi, 
Focus Group Discussion (FGD), 
coaching clinic, bimbingan tek-
nis (bimtek), pembinaan pejabat 
perbendaharaan satuan kerja, 
serta monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan anggaran. KPPN 
aktif membina puluhan satu-
an kerja agar mampu meren-
canakan, melaksanakan, dan 
mempertanggungjawabkan 
anggaran dengan akuntabilitas 
yang tinggi.

Akselerasi Digitalisasi dan 
Inovasi Layanan

Seir ing perkembangan 
zaman yang serba digital, 
KPPN Luwuk juga melakukan 
transformasi digital dalam 
pelaksanaan anggaran melalui 
pemanfaatan aplikasi seperti 
Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN), 
Sistem Aplikasi Keuangan 
Tingkat Instansi (SAKTI), Di-
gital Payment Satu (Digipay 
Satu), dan Kartu Kredit Peme-
rintah (KKP). Seluruh satuan 
kerja di wilayah Banggai Raya 
kini sudah terhubung dengan 
sistem perbendaharaan digital 
melalui SPAN dan SAKTI, 
yang tidak hanya memperce-
pat proses administrasi karena 
dapat diakses dari mana saja 
dan kapan saja, tetapi juga 
memperkuat transparansi 
dan pengawasan. Ini menjadi 
kabar baik bagi satker mitra 
KPPN Luwuk yang berada di 
wilayah yang secara geografis 
cukup jauh dan mengalami 
keterbatasan sarana transpor-

tasi. Satker yang akan mela-
kukan pencairan anggarannya 
kini tidak perlu lagi hadir di 
KPPN untuk menyampaikan 
dokumen karena semua sudah 
dilaksanakan secara digital 
dan online. KPPN Luwuk 
juga menyediakan layanan 
untuk melakukan monitoring 
terhadap realisasi belanja dan 
penilaian atas Indikator Ki-
nerja Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) melalui pemanfaatan 
dashboard monitoring dalam 
bentuk Online Monitoring 
Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OMSPAN) 
yang dapat diakses dari mana 
saja dan kapan saja oleh satker 
mitra KPPN. Data realisasi 
belanja dapat diketahui secara 
tepat dan akurat. Selain itu 
satker juga dapat mengetahui 
sejauh mana capaian kinerja 
pelaksanaan anggaran yang 
penilaiannya dilakukan den-
gan cermat melalui sistem 
IKPA. Tentu ini sangat bergu-
na bagi instansi pemerintah 
untuk mengukur sejauh mana 
kinerja keuangannya. Selain 
itu, sebagian besar satker mitra 
KPPN Luwuk juga telah meng-
gunakan sistem digital dalam 
pengelolaan keuangannya me-
lalui aplikasi yang disediakan 
oleh mitra perbankan dalam 
bentuk Cash Management 
System (CMS) yang sangat ber-
guna untuk menjaga akurasi, 
transparansi dan pengawasan 
pengelolaan keuangan negara.

Inovasi layanan seperti lay-
anan konsultasi offline mau-
pun online, edukasi melalui 
media sosial, dan customer 
service officer (CSO) yang 
kompeten, terukur dan dapat 
dijangkau melalui fasilitas on-
line maupun offline juga telah 

menjadikan KPPN Luwuk 
sebagai institusi yang adap-
tif terhadap perkembangan 
zaman dan kebutuhan mitra 
kerjanya.

Menjadi Mitra Strategis 
Pembangunan Wilayah dan 
Pemberdayaan UMKM

KPPN Luwuk juga berperan 
sebagai simpul data fiskal 
daerah yang strategis tidak ha-
nya melalui penyaluran Dana 
Transfer Ke Daerah (TKD) 
yang sangat mendukung arah 
pembangunan di daerah, tetapi 
juga melakukan analisis kinerja 
belanja dan isu-isu kewilaya-
han yang semua itu tercermin 
dalam program TREFA (Tre-
asurer, Regional Economist, 
dan Financial Advisor) yang 
meliputi Central Government 
Advisor, Local Government 
Advisor, dan Special Mission. 
Bersama dengan Kantor Wila-
yah Ditjen Perbendaharaan di 
wilayah provinsi, KPPN tidak 
hanya berfungsi dalam layanan 
perbendaharaan (treasury) tapi 
juga turut menyediakan data 
dan informasi, melakukan 
analisis dan juga advisory 
bagi pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah yang nan-
tinya dapat digunakan oleh 
pemerintah pusat maupun 
daerah dalam pengambilan 
keputusan. Pada program spe-
cial mission, KPPN juga men-
dorong pemberdayaan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) dan juga UMi (Ultra 
Mikro) termasuk melakukan 
monitoring dan evaluasi atas 
pelaksanaan kegiatan pember-
dayaan tersebut. Penulis adalah 
Kepala Seksi Pencairan Dana dan 
Manajemen Satker pada KPPN 
Luwuk

OLEH : FAJRIN AGUNG WIBOWO

bangan industri turunan batu 
bara menunjukkan betapa 
besarnya potensi pendapatan 
negara yang dapat digali mel-
alui hilirisasi.

Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), Bahlil 
Lahadalia, mengatakan pro-
gram hilirisasi merupakan 
pilar kunci dalam mewujud-
kan Asta Cita yang dicanang-
kan oleh Presiden Prabowo 
Subianto, khususnya dalam 
mencapai kemandirian energi 
dan memperkuat kedaulatan 
bangsa. Selain itu, hilirisasi 
merupakan instrumen fun-
damental untuk menciptakan 
pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan lapangan kerja 
berkualitas, serta mendorong 
keadilan sosial.

Salah satu contoh paling 
menonjol adalah pada sektor 
nikel. Dengan melarang ek-
spor bijih nikel mentah dan 
mendorong pembangunan 
fasilitas pengolahan dalam 
negeri, Indonesia berhasil 
menarik investasi besar dari 
berbagai negara. Hal ini tidak 
hanya menambah devisa me-
lalui ekspor produk turunan 
seperti feronikel dan baterai 
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SULTENG RAYA - PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
atau BRI, secara resmi menerbit-
kan Social Bond atau Obligasi 
Berwawasan Sosial Berkelanjutan 
I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai 
total sebesar Rp5 triliun dan men-
catatkan oversubscription hingga 
Rp6,57 triliun atau 1.31 kali dari 
target awal. 

Antusiasme investor yang tinggi 
tersebut mencerminkan keperca-
yaan kuat terhadap fundamental 
BRI dan komitmen keuangan ber-
kelanjutan. 

Obligasi itu merupakan bagian 
dari Program Penawaran Umum 
Berkelanjutan I dengan target peng-
himpunan dana sebesar Rp20 trili-
un. Selain itu dengan penerbitan ini, 
BRI tercatat sebagai bank pertama 
di Indonesia yang menerbitkan 
Social Bond. 

Acara penandatanganan Perjanji-
an Penerbitan Obligasi Berwawasan 
Sosial Berkelanjutan BRI Tahap 
1 Tahun 2025 dilakukan di Kan-
tor Pusat BRI Jakarta pada Rabu 
(18/6/2025), dengan dihadiri oleh 
Direktur Utama BRI Hery Gunardi, 
Direktur Treasury & Internatio-
nal Banking BRI Farida Thamrin, 
Direktur Operations BRI Hakim 
Putratama serta jajaran Direksi Joint 
Lead Underwriters, serta perwaki-
lan Lembaga dan Profesi Penunjang 
penerbitan obligasi.

Dalam sambutannya, Direktur 
Utama BRI Hery Gunardi men-
gungkapkan bahwa alasan BRI 
menerbitkan Social Bond adalah 
karena masih sedikitnya instrumen 
surat berharga yang berwawasan 
sosial di Indonesia. 

“Ini juga menjadi bukti nyata 
komitmen BRI untuk menjaga pen-
danaan yang berwawasan ESG,” 
kata Hery dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, Senin 
(23/6/2025).

Selain untuk memperkuat repu-
tasi BRI sebagai lembaga keuangan 
yang bertanggung jawab secara 
sosial, Hery juga menambahkan 
bahwa penerbitan Social Bond ini 
juga untuk mendukung strategi 
penguatan struktur pendanaan 
melalui diversifikasi sumber dana 
berbasis wholesale funding. 

“Langkah ini juga menjadi stra-
tegi perseroan untuk memperluas 
akses terhadap pasar pendanaan 
yang lebih kompetitif dan berkelan-
jutan,” tambahnya.

Obligasi Berwawasan Sosial BRI 
memperoleh peringkat idAAA 
(Triple A) dari PT Pemeringkat 
Efek Indonesia (PEFINDO), men-
cerminkan prospek keuangan yang 
sangat stabil dari BRI. Obligasi ini 
ditawarkan dalam tiga seri, yaitu: 
(1) Seri A: tenor 2 tahun, tingkat 
bunga tetap 6,45% per tahun. (2) 
Seri B: tenor 3 tahun, tingkat bunga 
tetap 6,55% per tahun. (3) Seri C: 
tenor 5 tahun, tingkat bunga tetap 
6,60% per tahun.

Dana hasil penerbitan obligasi ini, 
setelah dikurangi biaya-biaya emisi, 
akan dialokasikan secara eksklusif 
untuk pembiayaan kembali pro-
yek-proyek sosial yang telah ada, 
yang secara spesifik mencakup la-
yanan infrastruktur dasar yang ter-
jangkau (dari sisi akses dan harga), 
akses terhadap layanan esensial, 
perumahan yang terjangkau dan 
penciptaan lapangan kerja.

Social Bond ini juga akan dia-
lokasikan untuk program yang 
dirancang untuk mencegah dan/
atau mengurangi pengangguran, 
termasuk pembiayaan UMKM, ke-
tahanan pangan dan sistem pangan 
berkelanjutan, serta peningkatan 
dan pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penerbitan Social Bond BRI dila-
kukan melalui skema Penawaran 
Umum Berkelanjutan dengan me-
tode bookbuilding, dan melibatkan 
sejumlah Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek terkemuka, yaitu PT BRI Da-
nareksa Sekuritas, PT Trimegah 
Sekuritas Indonesia Tbk, PT Man-
diri Sekuritas, PT DBS Vickers Se-
kuritas Indonesia, PT Indo Premier 
Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas. 
Selain itu, dalam penyusunan Social 
Framework dilakukan bersama ESG 
Coordinator Bank DBS Indonesia

Obligasi ini akan dicatatkan di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 
didaftarkan di KSEI. Pembayaran 
Bunga Obligasi akan dibayarkan 
setiap triwulan (3 bulan) sejak 
tanggal emisi dan pembayaran po-
kok dilakukan secara penuh (bullet 
payment) pada saat jatuh tempo.

Hery Gunardi mengungkapkan 
bahwa penerbitan Social Bond ini 
tidak hanya menjadi langkah lan-
jutan dari roadmap keberlanjutan 
BRI, namun juga sekaligus mem-
buktikan peran aktif BRI dalam 
mendukung penguatan inklusi so-
sial, pemerataan akses pembiayaan, 
serta pemberdayaan masyarakat di 
berbagai sektor. RHT

Nursery PT Vale IGP Pomalaa Tampung Satu 
Juta Bibit, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

SULTENG RAYA – PT 
Vale Indonesia Tbk di Indo-
nesia Growth Project (IGP) 
Pomalaa membangun infra-
struktur nursery yang dapat 
menampung bibit pohon 
sebanyak satu juta bibit per 
tahun.

Nursery yang dibangun 
diatas lahan lima hektar di 
Kecamatan Tangketada, Ka-
bupaten Kolaka tersebut, se-
makin mempertegas komit-
men perusahaan terhadap 
keberlanjutan, khususnya 
pada sektor reklamasi lahan 
pasca-tambang.

“Nursery ini memili-
ki peran strategis dalam 
mendukung pemulihan 

lahan pasca tambang, 
sekaligus menjadi pusat 
konservasi keanekaraga-
man hayati,” tulis PT Vale 
dalam unggahan akun 
Instagramnya. 

Nursery IGP Pomalaa juga 
menjadi bentuk dukungan 
perusahaan terhadap pro-
gram Pemerintah Daerah 
Kolaka dan telah terinte-
grasi dengan Kebun Raya 
Kolaka. Dengan hadirnya 
Nursery modern itu, PT Vale 
tidak hanya menunjukkan 
kepatuhan terhadap regu-
lasi lingkungan, tetapi juga 
memperkuat peran perusa-
haan dalam mendukung 
reklamasi berkelanjutan dan 

konservasi hayati di Bumi 
Anoa.

Selain itu, untuk progres 
pembangunan proyek PT 
Vale IGP Pomalaa yang 
lain juga memiliki kema-
juan signifikan. Sejumlah 
infrastruktur strategis se-
perti area mine entrance, 
pembangunan NAR, ope-
ration camp, serta fasilitas 
pendukung lainnya kini 
tengah dibangun secara 
bertahap.

Dalam setiap tahapan 
konstruksi, PT Vale IGP 
Pomalaa memastikan bahwa 
seluruh proses memenuhi 
standar keselamatan, efi-
siensi, dan komitmen ter-

hadap prinsip Environmen-
tal, Social, and Governance 
(ESG) secara ketat.

Pada aspek lingkungan, 
PT Vale mengedepankan 
prinsip keberlanjutan. Setiap 
aktivitas pembukaan lahan 
tambang dilengkapi kontrol 
lingkungan seperti pocket 
pond untuk mengendalikan 
kekeruhan dan erosi sungai 
di sekitar area operasional.

Selain itu, perusahaan 
juga membangun sediment 
pond guna mengelola air 
limpasan tambang dan men-
jaga kualitas air. Komitmen 
ini terbukti menjaga kejerni-
han aliran sungai di sekitar 
kawasan tambang. RHT

SULTENG RAYA - Satgas 
Pemberantasan Aktivitas Keu-
angan Ilegal (Satgas PASTI) 
kembali memblokir 427 entitas 
pinjaman online ilegal di se-
jumlah situs dan aplikasi serta 
enam penawaran pinjaman 
pribadi (pinpri) yang berpo-
tensi merugikan masyarakat 
dan melanggar ketentuan 
penyebaran data pribadi.

Dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, 
Satgas PASTI juga memblokir 
74 tawaran investasi ilegal ter-
kait penipuan yang dilakukan 
oleh oknum dengan modus me-
niru atau menduplikasi nama 
produk, situs, maupun media 
sosial milik entitas berizin den-
gan tujuan untuk melakukan 
penipuan (impersonation), 
penipuan penawaran kerja 
paruh waktu, dan penipuan 
penawaran berbagai bentuk 
investasi.

Upaya penanganan akti-
vitas dan entitas keuangan 
ilegal yang dilakukan oleh 
Satgas PASTI semakin diper-
kuat melalui koordinasi yang 
dilakukan bersama Badan Si-
ber dan Sandi Negara (BSSN) 
yang mulai bergabung di 
Satgas PASTI sejak awal 2025. 
Dengan demikian, saat ini, pe-
laksanaan patroli siber untuk 
Satgas PASTI didukung oleh 
Kementerian Komunikasi dan 
Digital RI, Kepolisian Negara 
RI, dan BSSN.

Sehubungan dengan per-
kembangan itu, maka se-
jak 2017 sampai dengan 31 
Mei 2025, Satgas PASTI telah 
menghentikan 13.228 entitas 
keuangan ilegal yang terdiri 
dari 11.166 entitas pinjaman 
online ilegal/pinpri, 1.811 
entitas investasi ilegal, dan 251 
entitas gadai ilegal.

PENANGANAN PENIPUAN OLEH IASC
Dalam rangka meningkat-

kan upaya pelindungan kon-
sumen dan masyarakat di 
sektor keuangan, sejak tanggal 
22 November 2024 telah be-
roperasi Indonesia AntiScam 
Centre/IASC (Pusat Penan-
ganan Penipuan Transaksi 
Keuangan). IASC didirikan 
oleh OJK bersama Satgas PAS-
TI yang didukung oleh asosia-
si industri perbankan, sistem 
pembayaran, dan e-commerce 
untuk melakukan penan-
ganan penipuan transaksi 
keuangan (scam) yang terjadi 
di sektor keuangan secara 
cepat dan berefek jera.

Sejak awal beroperasi sam-
pai dengan 31 Mei 2025, IASC 
telah menerima 135.397 lapo-
ran penipuan. Total rekening 
terkait penipuan yang dilapor-
kan ke IASC sebanyak 219.168 
di mana dari jumlah rekening 
tersebut 49.316 (22,5 persen) 
di antaranya telah dilakukan 
pemblokiran. 

Adapun total kerugian dana 
yang dilaporkan oleh korban 
penipuan sebesar Rp2,6 triliun 
dengan dana yang telah ber-

hasil diblokir sebesar Rp163,3 
miliar (6,28 persen). 

Satgas PASTI juga mene-
mukan nomor whatsapp pi-
hak penagih (debt collector) 
terkait pinjaman online ilegal 
yang dilaporkan telah mela-
kukan ancaman, intimidasi 
maupun tindakan lain yang 
bertentangan dengan keten-
tuan. 

Selain itu, Satgas PASTI 
memonitor laporan penipuan 
di IASC dan menemukan se-
banyak 22.993 nomor telepon 
yang dilaporkan oleh korban 
penipuan. Menindaklanjuti 
hal tersebut, Satgas PASTI 
telah melakukan koordinasi 
dengan Kementerian Komuni-
kasi dan Digital RI untuk pem-
blokiran nomor dimaksud. 

Upaya pemblokiran akan 
terus dilakukan oleh Satgas 
PASTI untuk menekan ekosis-
tem dari aktivitas dan entitas 
keuangan ilegal yang masih 
meresahkan masyarakat.

MASYARAKAT DIIMBAU WASAPA 
PADA PENIPUAN 

Memperhatikan pening-
katan dan tren laporan peni-
puan ke IASC, Satgas PASTI 
kembali mengimbau kepada 
masyarakat untuk meningkat-
kan kewaspadaan dan tidak 
lengah terhadap berbagai 
modus penipuan yang sema-
kin marak terjadi, terutama 
yang terkait dengan penipuan 
digital (melalui media digital 
seperti whatsapp, instagram, 
telegram, tik-tok, SMS, email, 
dan website). 

Penggunaan artificial in-
telligence (AI) untuk penipu-
an juga semakin meningkat, 
sehingga semakin mening-
katkan risiko kerugian bagi 
masyarakat. 

Dari pengamatan yang dila-
kukan IASC, ditemukan fakta 
bahwa hilangnya dana korban 
penipuan relatif sangat cepat, 
sehingga kecepatan penyam-
paian laporan korban ke IASC 
sangat diharapkan. Hal ini 
diperlukan sebagai salah satu 
upaya untuk penyelamatkan 
sisa dana korban. 

Secara umum, pelaku peni-
puan akan memanfaatkan 
kelengahan calon korban yang 
dikaitkan dengan kondisi ma-
sing-masing orang, sebagai 
berikut: (1) Ketidaktahuan: 
ditawarkan produk yang tidak 
berizin/diawasi (investasi 
ilegal atau produk yang tidak 
berizin), membeli produk se-
cara online yang sebenarnya 
tidak ada. 

(2) Kekhawatiran: penipuan 
adanya saudara yang menga-
lami kecelakaan, adanya pem-
bayaran pajak yang belum 
dilaksanakan, transaksi kartu 
kredit yang harus segera diba-
talkan. (3) Kesepian: penipuan 
love scam, dimana penipu dan 
komplotannya memanipu-
lasi perasaan korban untuk 
mendapatkan keuntungan.

(4) Keserakahan: penipu-

an yang dilakukan dengan 
menjanjikan imbal hasil cepat 
dalam waktu singkat serta 
bebas risiko, padahal janji 
tersebut tidak logis (skema 
ponzi). (5) Kesedihan: penipu 
memanfaatkan situasi kondisi 
bencana alam, sumbangan 
membantu orang yang terkena 
penyakit. (6) Kebosanan: peni-
pu memanfaatkan keinginan 
seseorang untuk membeli 
tiket travel dan tiket konser 
yang palsu.

Satgas PASTI mengimbau 
kepada masyarakat yang men-
jadi korban penipuan untuk 
dapat segera menyampaikan 
laporan melalui website IASC 
dengan alamat http://iasc.
ojk.go.id dengan melampir-
kan data dan dokumen bukti 
terkait.

WASPADA SKEMA PENIPUAN BERBA-
SIS KRIPTO TIDAK TERDAFTAR

Mencermati perkembangan 
penipuan investasi kripto 
yang juga semakin marak, 
Satgas PASTI mengimbau 
masyarakat untuk lebih was-
pada terhadap penawaran 
perdagangan aset kripto agar 
tidak menjadi korban penawa-
ran perdagangan aset kripto 
yang tidak termasuk dalam 
Daftar Aset Kripto (DAK) 
yang ditetapkan oleh Bursa 
Aset Keuangan Digital. 

Satgas PASTI menegaskan 
bahwa kegiatan perdagangan 
aset kripto hanya dapat dila-
kukan oleh pihak-pihak yang 
telah terdaftar dan memiliki 
izin resmi dari OJK. Berdasar-
kan ketentuan pada Peraturan 
OJK Nomor 27 Tahun 2024 di-
atur bahwa Daftar Aset Kripto 
ditetapkan oleh Bursa Kripto. 

Akhir-akhir ini semakin 
marak ditemukan entitas tidak 

berizin yang menawarkan in-
vestasi aset kripto melalui me-
dia sosial, grup percakapan, 
atau situs web tanpa otorisasi 
resmi. Modus yang digunakan 
umumnya menjanjikan keun-
tungan tetap, bonus berlipat 
ganda, hingga iming-iming 
“passive income” tanpa risiko.

Satgas PASTI meminta 
masyarakat agar memahami 
hal-hal berikut ini sebelum 
melakukan investasi pada aset 
kripto: (1) Memastikan legali-
tas pihak yang menawarkan 
investasi tersebut. Pastikan pi-
hak tersebut memiliki perizi-
nan dari otoritas yang berwe-
nang sesuai dengan kegiatan 
usaha yang dijalankan. (2) 
Memastikan aset kripto yang 
diperdagangkan termasuk 
dalam DAK. (3) Menghindari 
penawaran dengan skema ti-
dak logis. (4) Melakukan riset 
dan memahami risiko aset 
kripto sebelum berinvestasi. 
(5) Memahami terkait aset 
kripto melalui tautan https://
bukusakuiakd.com/.

Untuk informasi men-
genai aset kripto yang ter-
masuk dalam DAK dapat 
diakses melalui tautan htt-
ps://sites.cfx.co.id/content/
uploads/2025/04/SK-Pe-
netapanDaftar-Aset-Krip-
to-16-Apr-2025.pdf.

Masyarakat yang menemu-
kan informasi atau tawaran 
investasi dan pinjaman online 
yang mencurigakan atau di-
duga ilegal atau memberikan 
iming-iming imbal hasil/
bunga yang tinggi (tidak logis) 
untuk melaporkannya kepada 
Kontak OJK dengan nomor 
telepon 157, WA (081 157 157 
157), email: konsumen@ojk.
go.id atau email: satgaspasti@
ojk.go.id. */RHT

Waspada Penipuan! Satgas PASTI Blokir 
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Plastik” dan disambut antusias oleh 
ratusan pengunjung serta pembeli 
yang memadati area pasar.

Aksi pembagian tas ini bertujuan 
untuk mengedukasi masyarakat agar 
mengurangi penggunaan kantong 
plastik sekali pakai saat berbelanja.

Ketua PIKK PLN UP3 Tolitoli, 
Misdawati Icuk, turut hadir dalam 
kegiatan tersebut dan secara langsung 
membagikan tas belanja berbahan 
alami kepada masyarakat. 

Dalam keterangannya, ia menjelas-
kan bahwa inisiatif ini merupakan 
bagian dari kampanye kesadaran 
lingkungan. 

“Pembagian tas belanja ini adalah 
bentuk kampanye agar masyarakat 
berhenti menggunakan kantong plas-
tik saat berbelanja,” ujar Misdawati.

Ia juga menegaskan bahwa per-
soalan utama bukanlah pada bahan 
plastik itu sendiri, melainkan perilaku 
masyarakat yang masih kurang sadar 
akan pentingnya membuang sampah 

pada tempatnya.
 “Plastik itu sebenarnya penting 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti 
untuk kemasan makanan dan menjaga 
kebersihan. Tapi yang menjadi masa-
lah adalah ketika kita membuangnya 
sembarangan,” jelasnya.

Misdawati juga mengungkapkan 
keprihatinannya terhadap kondisi 
pencemaran plastik di wilayah Tolitoli, 
khususnya di sungai dan laut. Menu-
rutnya, tumpukan sampah plastik 
yang mengendap di perairan sekitar 
sudah sangat mengkhawatirkan dan 
perlu menjadi perhatian bersama.

General Manager PLN Unit Induk 
Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah dan Gorontalo, Usman Bangun 
dalam keterangannya menjelaskan 
bahwa inisiatif ini merupakan wujud 
nyata dari upaya PLN untuk memi-
nimalkan dampak lingkungan dari 
aktivitas sehari-hari dan mendukung 
program pemerintah dalam penguran-
gan sampah plastik. 

“Dengan beralih ke tas belanja ramah 
lingkungan, PLN tidak hanya mengu-
rangi jejak karbon perusahaan tetapi 
juga mengajak seluruh pegawai dan mi-
tra untuk mengadopsi gaya hidup yang 
lebih berkelanjutan,” ungkap Usman.

"Kami menyadari bahwa setiap 
langkah kecil memiliki dampak besar 
terhadap lingkungan. Penggunaan tas 
belanja ramah lingkungan ini bukan 
hanya sekadar penggantian material, 
melainkan sebuah komitmen kolektif 
untuk menciptakan masa depan yang 
lebih hijau," tambah Usman.

Langkah ini sejalan dengan pro-
gram Sustainable Development Goals 
(SDGs) PBB, khususnya tujuan ke-12 
tentang Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab, serta tujuan ke-13 
tentang Penanganan Perubahan Iklim. 

PLN berkomitmen untuk terus be-
rinovasi dan mengimplementasikan 
program-program yang mendukung 
keberlanjutan lingkungan dan kese-
jahteraan masyarakat.*HJ

“Secara de facto, para P3K sudah 
lama mengabdi. Hari ini, dengan peny-
erahan SK, status mereka sah secara de 
jure,”ujarnya.

Ia pun berharap kejelasan status terse-
but menjadi momentum bagi P3K untuk 
meningkatkan semangat kerja dalam me-
wujudkan Sulteng Nambaso.

“Alhamdulillah sekarang ini sudah 
ada kejelasan status. Sekarang sudah ada 
SK, saya harap tancap gas. Kerja keras, 
disiplin, dan tunjukkan loyalitas,”katanya.

Gubernur juga mengingatkan agar pim-
pinan perangkat daerah turut membina 
dan mengawasi kinerja P3K agar pelaya-
nan publik berjalan optimal. Ia pun men-
gajak seluruh penerima SK untuk bekerja 
dengan semangat pengabdian.

“Bersyukur, bekerja dengan ikhlas dan 
tulus. Itulah kunci untuk memberi pelay-
anan terbaik kepada masyarakat,”ujarnya.

Sementara Plt Kepala Badan Kepega-

waian Daerah Adiman, SH, M.Si, dalam 
laporannya menjelaskan bahwa total for-
masi P3K yang ditetapkan Kementerian 
PAN-RB untuk Provinsi Sulawesi Tengah 
tahun 2024 berjumlah 5.330. Formasi itu 
terdiri atas 624 tenaga kesehatan, 2.117 
tenaga guru, dan 2.589 tenaga teknis/
administrasi.

Dari hasil seleksi kompetensi bidang 
(SKB) tahap pertama, sebanyak 2.408 pe-
serta dinyatakan lulus dan berhak mengisi 
lowongan tersebut. Namun, dua peserta 
dilaporkan meninggal dunia dan empat 
lainnya memilih mengundurkan diri.

“Dengan demikian, total SK yang 
diserahkan hari ini berjumlah 2.402,"pung-
kasnya.

Acara penyerahan SK tersebut turut 
dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. La-
madjido, Sp.PK, M.Si, Sekretaris Daerah 
Dra. Novalina, MM, serta jajaran pejabat 
Pemprov Sulawesi Tengah. *WAN

Qur'an (LPTQ) Sulteng kepada Wakil 
Bupati Poso, Soeharto Kandar untuk 
dikibarkan saat acara pembukaan 
nantinya. 

Dalam sambutannya, Wabup Poso 
Soeharto Kandar selaku tuan rumah 
penyelenggaraan STQH mengucapkan 
selamat datang kepada seluruh khafi-
lah yang telah tiba di bumi Sintuwu 
Maroso tersebut. 

Dirinya beserta seluruh pihak meny-
ambut dengan hangat kehadiran para 
peserta yang beberapa hari kedepan 
akan berlaga pada kompetisi bergengsi 
tersebut. 

"Malam ta'aruf ini merupakan wa-
dah untuk mempererat tali silturahmi 
serta mempererat ukhuwah islmiyah 
peserta STQH ke-XXVIII di Kabupaten 
Poso", ucap Wabup Poso. 

Dirinya juga berterima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah berkontribusi 
pada pelaksanaan STQH tersebut dan 
berharap penyelenggaraan STQH da-
pat berjalan dengan lancar. 

Kegiatan ditutup dengan penyera-
han cendera mata dari masing-masing 
Kabupaten/Kota yang mengikuti 
gelaran STQH ke-XXVIII tersebut. * VAN

“Jangan hanya mengejar sekian BPJS, 
sekian target ini, tapi masyarakat tidak 
terlayani dengan baik. Kami menekankan, 
untuk pelayanan dasar, masyarakat mar-
ginal harus didahulukan,”ungkap Ilyas. 

Begitupun penanganan bagi daerah 
Terpencil, Terdepan dan Terluar (3T), OPD 
harus serius dalam pemerataan program-
program pemerintah Daerah. 

“Jangan kita yang di lembah mer-
deka, sementara mereka tidak. Siapa 
lagi yang mengurus mereka kalau bukan 
kita,”ungkap Ilyas. 

Sementara terkait OPD menyangkut 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bi-
dang ketentraman, ketertiban umum, dan 
perlindungan masyarakat (Trantibum-
linmas), Ia meminta untuk lebih pandai 
berinovasi.

“Jangan hanya alasan efesiensi sehingga 
tidak ada yang dilakukan. Makanya kita 
minta lakukan inovasi,”jelasnya. 

Selain itu, Ilyas juga akan mendorong 
agar SPM Trantibumlinmas juga menda-
pat perhatian lebih dari bagian pengang-
guran. FRY

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae saat 
ditemui awak media di Desa Kaluku-
bula, Minggu.

Ia mengemukakan hingga saat ini 
dirinya belum menerima surat putusan 
Pengadilan Negeri Donggala terkait 
vonis hukuman 5 tahun penjara kades 
Soulowe yang terbukti melakukan 
tindak pidana tipu muslihat terhadap 
anak di bawah umur yakni perbuatan 
cabul.

"Kalau kami sudah dapat petikan 
putusannya nanti oleh Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(PMD) setempat sampaikan ke kami 
untuk dilakukan proses pemberhen-
tian karena itu sudah amanat undang-

undang serta putusan pengadilan itu 
sudah final dan mengikat ," ucapnya.

Ia menuturkan nantinya untuk surat 
keputusan pemberhentian tetap kades 
Soulowe itu diterbitkan bersamaan 
dengan penunjukan penjabat (Pj) ke-
pala desa.

"Tentunya ada kekosongan pimpi-
nan di desa itu maka sistemnya ada 
Pengganti Antar Waktu (PAW) dan 
nanti camat yang akan menjadi pen-
jabat kepala desa Soulowe," sebutnya.

Sebelumnya Pengadilan Negeri 
Donggala menjatuhkan vonis 5 tahun 
penjara dan denda sebesar Rp500 juta 
kepada oknum kepala desa Soulowe 
Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi ka-

rena terbukti melakukan tindak pidana 
pencabulan terhadap anak di bawah 
umur.

Dalam amar putusannya, majelis 
hakim menyatakan bahwa terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan 
melanggar Pasal 82 ayat (1) juncto 
Pasal 76E Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak.

Diketahui Kades Soulowe Warham 
sudah ditahan di Rutan Kelas II B 
Donggala sejak 20 Februari 2025.

Warham diduga melakukan tindak 
pidana pelecehan seksual terhadap 
anak di bawah umur yang terjadi bulan 
Mei tahun 2023. ANT

Daerah se Indonesia, diantaranya dapat 
menyatukan gagasan Pemerintah Pusat 
bersama Pemerintah Daerah.

“Program retreat Kepala Daerah ini, 
wadah segudang manfaat. Apalagi 
saya yang hanya berlatar belakang 
tenaga pendidik belum pernah me-
rasakan dunia politik dan birokrasi 
dipercayakan masyarakat Parigi Mou-
tong untuk mendampingi Pak Bu-
pati Erwin Burase. Disini saya belajar,” 
ujarnya melalui telepon seluler, Senin 
(23/6/2025).

Abdul Sahid menuturkan dihari per-
tama pembukaan merasakan semangat 
pengabdian para pemimpin daerah 
dari berbagai wilayah kabupaten/kota 
dan provinsi di Indonesia.

Selain itu katanya, hadirnya se-
jumlah kementerian/lembaga dalam 
memberikan pembekalan materi tugas 
dan fungsi kepala daerah, wawasan 
kebangsaan, materi kepemimpinan, 
komunikasi politik, paparan asta cita, 
program Kementerian di Kabinet 
Merah Putih serta berbagai materi 

lainnya menjadikan momentum retreat 
kepala daerah sebagai wadah untuk 
menyatukan gagasan besar program 
Pemerintah Pusat ke daerah.

Selain menyatukan gagasan Pro-
gram Pemerintah Pusat dan daerah, 
Abdul Sahid menggambarkan seman-
gat kebersamaan serta bersilaturahmi 
dan berdiskusi berbagi pengalaman 
bersama puluhan kepala daerah dari 
berbagai wilayah Indonesia.

“Kami disini dapat bersilaturahmi, 
membangun rasa persaudaraan dan 
menyerap ilmu pengalaman dari 
beberapa kepala daerah yang sudah 
berpengalaman,” tuturnya.

Kegiatan retreat kepala daerah 
gelombang kedua tersebut diikuti 86 
kepala daerah yang dibagi dalam tiga 
kategori yakni para kepala daerah yang 
belum mengikuti gelombang pertama, 
mereka yang sempat tersandung seng-
keta hasil Pilkada, serta kepala daerah 
hasil pemungutan suara ulang.

Wakil Menteri Dalam Negeri, 
Bima Arya menyebutkan, dalam pe-

laksanaan retreat nantinya akan diisi 
sebanyak enam materi yang terdiri 
dari ketahanan nasional dan wawasan 
kebangsaan, Astacita, program ke-
menterian/lembaga, tugas dan fungsi 
kepala daerah, kepemimpinan dan 
komunikasi politik serta team building 
dengan narasumber dari 31 kemente-
rian/kembaga.

“Retreat ini menjadi ruang kon-
templatif bagi para pemimpin daerah 
untuk meneguhkan kembali orientasi 
pengabdiannya kepada rakyat,” ujar 
Bima Arya, yang bertindak sebagai ke-
pala sekolah dalam kegiatan tersebut.

Bima juga mengingatkan pentingnya 
peran kepala daerah dalam merancang, 
melaksanakan, dan mengakselerasi 
program Astacita.

“Kepala Daerah dapat memahami 
gagasan besar dari Presiden Republik 
Indonesia,” tuturnya.

Retret kepala daerah gelombang 
kedua akan berlangsung pada Senin 
23 Juni sampai dengan Kamis 26 Juni 
2025. */AJI

SULTENG RAYA - PT Indonesia Moro-
wali Industrial Park (IMIP) menerima 3 
penghargaan nasional SDGs pada Nu-

santara CSR awards 2025. Nusantara CSR 
Awards 2025 diinisiasi sejak 2016 oleh La 

Tofi School of Social Responsibility. 

Ajang ini  ditujukan 
kepada perusahaan-pe-
rusahaan yang dianggap 
mempunyai komitmen dan 
kontribusi bagi masyara-
kat dan lingkungan, demi 
mewujudkan masa depan 
Indonesia yang lebih baik.

“Allhamdulillah, kami 
baru saja menerima email 
resmi dari La Tofi Awards 
t e rka i t  pengumuman 
peraih Nusantara CSR 
Awards 2025 bahwa kate-
gori pemberdayaan komu-
nitas daur ulang, kategori 
Pendidikan berkualitas dan 
kategori ekosistem laut di-
raih oleh PT IMIP,” ungkap 
Manager CSR PT IMIP, R. 
Tommy Adi Prayogo saat 

ditemui diruang kerjanya 
pada Jumat (20/6/2025) 
pagi.

Menurutnya, pada kate-
gori pemberdayaan komu-
nitas daur ulang, PT IMIP 
menawarkan program 
Bank Sampah KSM Ara Si-
nerga Berdaya. Yang mana 
program tersebut sudah 
berjalan sejak tahun 2023 
dan hingga saat ini Bank 
Sampah KSM Ara Sinergi 
Berdaya sudah tersebar di 
10 titik unit.

Sementara itu, untuk 
kategori pendidikan ber-
kualitas program yang dii-
kutsertakan ialah program 
rumah literasi IMIP.

“Ada dua hal yang kita 

sudah jalankan pada pro-
gram pendidikan yaitu for-
mal dan yang non formal. 
Kebetulan yang kami ikut-
kan yaitu yang non formal. 
Rumah literasi adalah pro-
gram berkelanjutan yang 
sudah dilaksanakan sejak 
2021. Kini rumah literasi 
tersebar di 3 titik yaitu 
Desa Bahomakmur, Desa 
Labota dan di Kepulauan 
Sambori,”ucapnya.

Dan kategori ekosistem 
laut, PT IMIP ada program 
restorasi mangrove dan re-
habilitasi terumbu karang. 
Yang juga sudah berjalan 
sejak tahun 2021. 

“Jadi sebenarnya itu, 
program awal  yang ber-
jalan itu terumbu karang. 
Kita buat perkebunan te-
rumbu karang di Kepulau-
an Sambori yang jadi salah 
satu daerah konservasi 
biodiversitas laut yang di-
tunjuk oleh kementrian 
Lingkungan,”tutur Ma-
nager CSR PT IMIP, R. 
Tommy Adi Prayogo . *WAN

IMIP Raih 3 Kategori Penghargaan 
Nasional Nusantara CSR Awards 2025

PROGRAM restorasi mangrove PT IMIP. FOTO: DOK. PT IMIP

SULTENG RAYA - Tim-
nas Malaysia U-23 pu-
nya cara khusus meng-
hadapi Timnas Indone-
sia U-23 dan peserta lain 
di Piala AFF U-23 2025. 
Indonesia bertindak se-
bagai tuan rumah Piala 
AFF U-23 2025 pada 15-29 
Juli mendatang. Malaysia 
tergabung di Grup A bersa-
ma Indonesia, Filipina, dan 
Brunei Darussalam.

Sadar bertamu ke mar-
kas rival, Malaysia mela-
kukan persiapan intensif 
untuk membentuk skuad 
mumpuni dengan meng-
gelar program seleksi ber-
tajuk Elite Games. 

"Kami punya banyak 
pemain muda yang me-

wakili masa depan sepak 
bola Malaysia. Kami punya 
banyak talenta muda. Dari 
Elite Games ini akan mem-
bantu kami dalam meman-
tau mereka sebelum Piala 
AFF," kata pelatih Malaysia 
U-23, Nafuzi Zain dikutip 
dari New Straits Times.

Elite Games dimulai 
pada Senin (23/6) hingga 
Rabu (25/6). Selama tiga 
hari itu pelatih dan para 
staf memanggil pemain 
muda Malaysia sebanyak 
mungkin untuk dikum-
pulkan dalam satu tempat.

Pemain yang berkumpul 
akan dipecah ke beberapa 
tim dan bakal dipertan-
dingkan. Nantinya, pelatih 
akan menentukan 30 nama 

Malaysia Siapkan Tim Super 
untuk Kalahkan Indonesia di 

Piala AFF U-23
yang berhak masuk ke 
pemusatan latihan yang 
bergulir pada 1 Juli men-
datang.

Meski tak ada nama-
nama resmi yang dipanggil 
ke sesi Elite Games, tujuh 
pemain berlabel tim senior 
seperti Ubaidullah Shamsul 
Fazili, Haqimi Azim Rosli, 
Arif Aiman Hanapi, Nooa 
Laine, Harith Haiqal, dan 
Gabriel Palmero turut di-
panggil.

"Pemain seperti Ubaidul-
lah dan Haqimi sudah kami 
bicarakan dengan pelatih 
tim senior [Petr Cklamovs-
ki] untuk memberi mereka 
kesempatan. Ini adalah 
langkah penting, terutama 
untuk mereka yang belum 
tampil untuk negaranya," 
ujar Nafuzi.

Lebih lanjut, Nafuzi men-
gutamakan pemain produk 
klub lokal untuk masuk ke 
dalam skuadnya. Ia ingin 
mencari pemain terbaik 
untuk menghadapi Piala 
AFF U-23 2025.

"Untuk sekarang kami 
hanya fokus ke pemain 
lokal. Elite Games akan 
membantu kami menge-
valuasi dan menawarkan 
kesempatan mereka untuk 
tampil sebelum pemusatan 
latihan pada 1 Juli," ucap 
Nafuzi. CNN

ILUSTRASI persiapan timnas Malaysia. FOTO: DOK. FAM
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SULTENG RAYA – Ke-
pala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Palu, Har-
di, mengingatkan kepada 
para tenaga pendidikan SD 
Alfahmi Palu, mulai tahun 
ajaran 2025/2026 seluruh 
satuan pendidikan di In-
donesia akan menerapkan 
pembelajaran mendalam 
atau deep learning. 

Untuk itu guru tidak bo-
leh lagi sekadar menjadi 
penyampai informasi secara 
konvensional. Sebaliknya, 
guru harus menjadi fasilita-
tor pembelajaran yang mam-
pu membangkitkan rasa 
ingin tahu dan kemampuan 
berpikir kritis siswa.

“Gunakan metode yang 
menarik dan tepat sasaran, 
jangan lagi pakai cara-cara 
lama yang monoton dan 
tidak kontekstual. Guru 
harus membawa perubahan 

Hardi

Kadisdikbud Palu: Guru 
Harus Terus Tingkatkan 

Kemampuan Diri
pada diri anak didik, bu-
kan sekadar menyelesaikan 
target materi,” ujarnya saat 
memberikan pengarahan, 
Senin (23/6/2025).

Ia menambahkan, con-
toh-contoh yang digunakan 
dalam proses belajar harus 
bersifat nyata dan relevan 
dengan kehidupan seha-
ri-hari peserta didik. “Bukan 
hayalan, bukan pula sesuatu 
yang sulit dijangkau. Guru 
harus membumikan pela-
jaran agar siswa dapat me-
mahami dan meresapi ilmu 
dengan utuh,” tegasnya.

Lebih jauh, Hardi juga 
mengingatkan kembali 
peran strategis guru se-
bagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen. Dalam regulasi 
tersebut, dijelaskan bahwa 
setiap guru wajib memiliki 
dan menguasai empat kom-
petensi dasar, yakni kompe-
tensi pedagogik, kepribadi-
an, sosial, dan profesional.

“Kalau guru tidak mema-
hami keempat kompetensi 
itu, bagaimana mau men-
ciptakan pembelajaran yang 
berkualitas? Guru harus 
terus belajar dan meningkat-
kan diri,” katanya.

Menurut Hardi, pembe-
lajaran yang berpusat pada 
siswa (student centered 
learning) harus menjadi 
arah baru pendidikan di 
Kota Palu. Guru tidak lagi 
boleh mendominasi ruang 
kelas, tetapi harus memberi 
ruang bagi siswa untuk ak-
tif, bertanya, bereksplorasi, 
dan mengekspresikan diri.

“Era sekarang bukan lagi 
soal siapa yang paling ba-
nyak bicara di kelas, tapi 
siapa yang bisa membuat 
anak-anak menjadi pembe-
lajar sejati. Itu esensi dari 
deep learning,” tutupnya. 
ENG

SULTENG RAYA- Wakil 
Wali kota Palu Imelda Lili-
ana Muhidin, menghadiri 
acara Gelar Seni dan Karya 
TK Pertiwi Provinsi tahun 
ajaran 2024-2025. Acara di-
laksanakan di Aula Sinergi-
tas Kantor BPSDM Provinsi 
Sulteng jalan S Parman pada 
Sabtu (21/6/2025).

Wakil  Walikota Palu 
menyampaikan apresiasi 
kepada pihak sekolah juga 
kepada para orang tua pe-
serta didik. Di kegiatan ini 
yang menjadi panitia kegi-
atan adalah orang tua mu-
rid, dinilai hal yang sangat 
membanggakan. 

“Saya adalah salah se-
orang alumni dari TK Perti-
wi Provinsi, tentunya hal ini 
sangat membahagiakan,”-
sebut Wakil Walikota Palu.

Hal terpenting adalah 
karena anak anak TK ini 
nantinya akan melanjutkan 
pendidikan ke jenjang SD 
maka pendidikan awal yang 
di dapatkan sejak di bangku 
TK jadi modal awal yang 
sangat baik. 

Hal penting yang har-
us jadi perhatian adalah 
pengawasan orang tua dan 
sekolah terhadap penggun-
aan gadget pada anak usia 
Taman Kanak-kanak (TK) 
sangat krusial karena usia 

SULTENG RAYA- Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
bekerjasama dengan Univer-
sitas Gadjah Mada (UGM) 
melaksanakana Kuliah Ker-
ja Nyata Pemberdayaan 
dan Pembelajaran kepada 
Masyarakat (KKN-PPM) di 
Kabupaten Donggala tepat-
nya di dua desa, yakni Desa 
Limboro dan Desa Towale, 
selama 50 hari.

Waki l  Bupat i  Dong-
gala, Taufik M. Burhan, 
S.Pd., M.Si., beserta jajaran 
menyambut kehadiran ma-
hasiswa dari dua perguruan 
tinggi itu di Desa Towale, 
Kecamatan Banawa Tengah, 
Ahad (22/6/2025).

Turut hadir dalam rom-
bongan dari Untad, Wakil 
Rektor Bidang Akademik 
Untad, Dr. Eng. Ir. Andi 
Rusdin, S.T., M.T., M.Sc, Ke-
pala LPPM Untad, Dr. Luk-
man Nadjmuddin, M.Hum., 
bersama Dekan FKIP, para 
wakil dekan, dosen pem-
bimbing lapangan (DPL), 
serta mahasiswa Untad dan 
UGM yang akan mengikuti 
program KKN.

Rangkaian acara diawa-
li dengan penyambutan 

adat oleh pemerintah desa 
kepada pimpinan Untad 
dan UGM, yang kemudian 
dilanjutkan dengan pena-
naman pohon oleh para 
pimpinan sebagai simbo-
lisasi komitmen terhadap 
pelestarian lingkungan. Se-
lanjutnya, acara berlanjut ke 
sesi penyambutan inti yang 
menandai resmi dimulainya 
program KKN-PPM.

Dalam momen yang 
penuh semangat ini, hadir 
pula Prof. Ir. Nizam, M.Sc., 
DIC, Ph.D mantan Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi 
sekaligus dosen pembim-
bing lapangan yang men-
dampingi 30 mahasiswa 
UGM. 

Para mahasiswa UGM 
akan berkolaborasi bersama 
32 mahasiswa Untad dalam 
pelaksanaan KKN di wilay-
ah tersebut.

Dalam sambutannya, 
Prof. Nizam mengucapkan 
terima kasih kepada peme-
rintah daerah yang telah 
menyambut hangat keda-
tangan mahasiswa UGM 
yang akan melaksanakan 
berbagai program di Desa 
Towale.

“UGM telah menjalin ker-
ja sama dengan Banggai 
Kepulauan selama tujuh 
tahun, dan ini merupakan 
KKN pertama yang kami 
laksanakan di Donggala. 
Kami sangat berterima kasih 
atas antusiasme pemerintah 
daerah Donggala dalam 
menyambut kami. Anak-
anak kami akan menjalan-
kan kegiatan selama 50 hari 
dengan berbagai program 
pemberdayaan masyarakat, 
kesehatan, pertanian, pa-
riwisata, dan lingkungan. 
Harapannya, kehadiran me-
reka dapat membantu me-
ningkatkan perekonomian 
di Donggala,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil 
Rektor Bidang Akademik 
Untad, Dr. Eng. Ir. Andi Rus-
din, S.T., M.T., M.Sc., yang 
mewakili Rektor Untad, 
menyampaikan pesan kepa-
da mahasiswa Untad yang 
akan turun langsung ke 
lapangan.

“KKN ini adalah salah 
satu bentuk implementasi 
Tri Dharma Perguruan Ting-
gi. Kami berharap kalian 
dapat membantu masyara-
kat melalui program-pro-

gram yang akan dilaksa-
nakan. 

Kolaborasi dengan UGM 
akan memberikan dampak 
yang lebih besar dan ber-
manfaat bagi masyarakat. 
Selain itu, jalinlah hubungan 
baik dengan warga, keluar-
kan ide-ide terbaik, dan sel-
alu jaga keselamatan selama 
melaksanakan kegiatan,” 
pesannya.

Tidak ketinggalan, Wakil 
Bupati Donggala, Taufik M. 
Burhan, juga menyampai-
kan apresiasi atas kehadiran 
dua perguruan tinggi besar 
tersebut yang akan mengab-
di di dua lokasi berbeda di 
Donggala.

“Kami menyambut baik 
kehadiran Untad dan UGM 
yang akan mengabdi di dua 
desa di Donggala. Kami 
berharap UGM juga dapat 
memperluas kerja sama 
pengabdian masyarakat di 
wilayah ini, sehingga po-
tensi Donggala bisa lebih di-
kenal dan mengangkat nama 
daerah ke tingkat nasional. 
Kehadiran kalian adalah 
salah satu kontribusi nyata 
perguruan tinggi kepada 
masyarakat,” tuturnya. *ENG

Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan menyerahkan cenderamata kepada Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D mantan Direktur Jen-
deral Pendidikan Tinggi sekaligus dosen pembimbing lapangan mahasiswa UGM. Foto: IST

Mahasiswa Untad dan UGM 
Kolaborasi KKN-PPM di Donggala

Pataka itu akan menuju 
Kabupaten Donggala dan 
selanjutkan estafet ke Pa-
sangkayu dan kota lainnya. 
Kegiatan ini menjadi bagian 
dari peringatan Hari Kelu-
arga Nasional (Harganas) 
ke-32 yang tahun ini dipus-
atkan di Kota Palu.

Pelepasan kirab dilakukan 
secara simbolis oleh Wali 
Kota Palu, Hadianto Rasyid, 
disaksikan jajaran Kepala 
Perwakilan BKKBN Sul-
teng dan sejumlah pejabat 
daerah. 

Hadiyanto menegaskan 
bahwa kirab ini bukan se-
kadar kegiatan seremonial 
atau perjalanan fisik antar-
provinsi, tetapi membawa 

pesan penting dan strategis 
bagi seluruh masyarakat.

“Pesan yang ingin kita 
amplifikasikan bahwa pem-
bentukan generasi emas 
Indonesia harus dimulai 
dari keluarga, karena kelu-
arga harus menjadi ujung 
tombaknya,” ujar Hadianto.

Ia menekankan penting-
nya peran keluarga sebagai 
institusi pertama dalam 
kehidupan seorang anak. Di 
situlah, kata dia, karakter, 
pendidikan, dan kesehatan 
mulai terbentuk. Oleh kare-
na itu, keluarga perlu memi-
kul tanggung jawab moral 
dalam menciptakan generasi 
unggul dan berkualitas.

Wali Kota juga menyoroti 

WALI Kota Palu, Hadianto mengibarkan bendera menandai pelepasan rombongan Kirab Bangga Kencana 2025 ke Donggala lanjut ke 
Sulawesi Selatan di halaman kantor  Wali Kota,  Senin (23/6/2025). FOTO : IST

Kirab Bangga Kencana 2025 
Menuju Donggala

SULTENG RAYA- Pemerintah Kota (Pem-
kot) Palu, melepas Kirab Bangga Kencana 
2025 yang digelar oleh BKKBN Provinsi Sula-
wesi Tebgah (Sultng) Sanin  (23/6/2025).

sejumlah tantangan pem-
bangunan keluarga yang 
masih harus dihadapi bers-
ama, termasuk penanganan 
stunting, pemenuhan hak 

anak, peningkatan akses 
pendidikan, hingga pencip-
taan lingkungan hidup yang 
sehat dan seimbang.

“Kita harus membangun 

semua hal yang memung-
kinkan anak-anak kita tum-
buh menjadi generasi emas. 
Dan itu tidak bisa kita capai 
jika tidak bekerja secara 
terukur dan bertanggung 
jawab,” tegasnya.

Hadianto juga mengung-
kapkan bahwa Pemkot Palu  
bakal melonching Sekolah 
khusus ini,  merupakan 
program inovatif khusus 
keluarga. Melibatkan ber-
bagai organisasi perangkat 
daerah (OPD) termasuk 
DP3A, Dinas Kesehatan, 
Dinas Perdagangan dan Pe-
rindustrian, Dinas UMKM, 
DLH serta TP PKK sebagai 
mentor

"Sekolah ini menjadi se-
kolah pertama di Indonesia. 
Tujuannya adalah memben-
tuk keluarga produktif yang 
mandiri secara ekonomi 
sehat, teredukasi akan pro-
gram pemerintah, " Jelas 
Hadianto.ABS

SULTENG RAYA- Peme-
rintah Kota Palu diwakili 
Sekda Kota Palu Irmayanti, 
menghadiri acara Haflah 
Takharruj dan Tasyakuran 
Fii Hifzhil Qur'an Yayasan 
Banua Al-Qur'an tahun 2025.

Acara dilaksanakan di Ge-
dung Operasional Bandara 
Mutiara Sis Al Jufri pada 
Ahad  (22/6/2025). 

Dikesempatan tersebut, 
Sekda Kota Palu menyebut-
kan bahwa hari itu adalah 
hari yang istimewa, kare-
na menyaksikan lahirnya 
generasi pecinta Al-0ur'an 
anak-anak yang telah men-
gukir ayat-ayat suci dalam 
hati dan pikirannya, menja-
dikannya sebagai pedoman 
hidup dan cahaya dalam 

langkahlangkah masa depan 
mereka.

“Saya menyampaikan 
apresiasi dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya ke-
pada Yayasan Banua Al-
our'an yang terus berko-
mitmen dalam mencetak 
generasi Qur'ani di Kota 
Palu,” sebut Sekda.

Upaya ini sebutnya, se-
jalan dengan visi peme-
rintah Kota Palu untuk 
membangun sumber daya 
manusia yang unggul, be-
rakhlak mulia dan berwa-
wasan keislaman yang kuat. 

Pada kesempatan terse-
but, Sekda Kota Palu ini juga 
ucapkan selamat kepada 
para wisudawan dan wisu-
dawati hafizh dan hafizhah 

al-qur'an. “Hafalan kali-
an bukan sekadar capaian 
akademik, melainkan se-
buah amanah besar. Jagalah 
hafalan itu dengan amal, 
akhlak, dan perbuatan seha-
ri-hari yang mencerminkan 
nilai-nilai Al Our'an. Jadilah 
pelita bagi keluarga, masy-
arakat, dan bangsa,”pesan 
Sekda. 

Ia juga mengucapkan teri-
makasih kepada para orang 
tua, guru, para ustaz  usta-
zah dan pembina, atas dedi-
kasi dan keikhlasan dalam 
mendampingi dan mendidik 
anak-anak tersebut. Kare-
na tanpa bimbingan dan 
kesabarannya, capaian luar 
biasa itu tentu tidak akan 
terwujud. ABS

SEKDA Kota Palu Irmayanti menghadiri Haflah Takharruj Banua Al-Qur'an.Minggu (22/6/2025). 
FOTO PPID KOMINFO PALU

Banua Al-Qur'an gelar 
Haflah Takharruj

IMELDA Liliana Muhidin berfoto bersama siswa anak TK Pratiwi.
Sabtu (21/6/2025). FOTO PPID KOMINFO PALU

Wawali Hadiri Gelar Seni TK Pratiwi

ini adalah masa perkemban-
gan pesat dan rentan. 

Usia TK adalah periode 
emas perkembangan anak, 
di mana interaksi sosial, ke-
mampuan kognitif, dan ke-
terampilan motorik sedang 

berkembang pesat. 
Pengawasan orang tua 

membantu memastikan 
penggunaan gadget tidak 
menghambat perkemban-
gan anak-anak pada as-
pek-aspek ini.ABS


